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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa hal dalam Harian
Radar Jogja dari edisi 1 September hingga 31 Oktober 2008 yang lalu
mengenai proses pengisian masa jabatan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur
DIY untuk periode berikutnya selama 5 tahun masa tugas.

Dari dua bulan tersebut, Radar Jogja menunjukkan adanya dukungan
positif terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam
IX untuk kembali bertahta bahkan diharapkan dapat berlangsung seumur
hidup.

Hal tersebut jelas terlihat dari 51 berita yang terkait 70.6 % atau 36
berita memilih sikap dukungan penetapan dan sesuai dengan judul berita
utama Radar Jogja “HB X Bersedia Jadi Gubernur Terus” tertanggal 27
September 2008.

Ekspos berita pemilihan banyak muncul pada halaman 3 Radar Jogja
yang mencapai 39.2% atau sebanyak 20 berita dengan tingkat nilai berita
tinggi mencapai 62.7% di 32 berita yang ada. Ternyata isu penetapan
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY selama bulan September dan Oktober
2008 menempati posisi yang dominan serta jarang absen menjadi headline

Radar Jogja.
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Sedangkan ulasan atau berita yang keluar di Harian Radar Jogja lebih
banyak berupa berita pendek dengan kisaran 6-10 paragraf sebanyak 21 berita
atau 41.2%. Posisi seperti-ini memperlihatkan bahwa media telah melakukan
exposure media yang cukup tinggi sehingga menciptakan opini publik.

Tingginya pejabat Negara yang memberikan keterangan atau komentar
terhadap isu pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dari pejabat
lokal semakin memperkuat opini publik untuk mengarah pada sikap dukungan
penetapan. Prosentase pejabat Negara yang memberikan pernyataan mencapai
33.3% atau di 17 dari 51 berita yang ada sedangkan Wakil Rakyat sebanyak
14 berita atau 27.5%.

Walaupun ada tren pergeseran isu dari sikap dukungan pemilihan dan
netral pada awal hingga pertengahan bulan September 2008, namun secara
tegas tren tersebut kemudian bergeser pada sikap dukungan penetapan dengan
berita-berita yang menginginkan dwi tunggal Sultan dan Paku Alam kembali

bertahta di Daerah Istimewa Yogyakarta.
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B. SARAN

Penulis melihat bahwa penyediaan kolom  khusus untuk
perbendaharaan kata asing dan baru tentunya dapat menjadi jalan tengah dan
solusi ideal bagi sebuah media massa untuk menjebatani berita yang secara
berangkai dengan isu hangat naik ke level headline.

Saran berikutnya adalah menyangkut pendidikan politik yang selama
ini menjadi beban partai politik dalam masa kampanye dan pemerintah dalam
berbagai pesta demokrasi, kini juga harus menjadi bagian dari perusahaan
media massa.

Penulis berharap agar para peneliti dalam berbagai tulisan ilmiah
seperti skripsi yang mengulas mengenai suatu peristiwa di media tertentu juga
mampu melihat alur pemberitaannya baik dari sisisubyektivitas media
tersebut serta balutan yang kental dalam kepentingan ekonominya dan tidak
sekedar menjabarkan ke dalam rangkaian angka-angka untuk memunculkan

hasil akhir dari sebuah hipotesa.
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Judul Berita
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Berita Utama

Selasa, 7 Oktober 2008, 17:08:31 wiB
Presiden Perpanjang Masa Jabatan Gubernur DIY

3 F Jak e Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (7/10) sore,
menerima Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan
Hamengkubuwono X serta Wakil Gubernur Sri Paku Alam IX. Pertemuan
ini bahas berbagai hal, t soal p gan masa j
Gubernur dan Wagub DIY yang akan berakhur pada 9 Oktober 2008 dan
Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan DIY.

Menurut Mendagri Mardiy p dii agar jangan
sampai terjadi kakosongan pemenntahan di DIY. Untuk itu Presiden akan
Presiden SBY menerima Gubernur DIY Sultan ~ MeM9eluarkan suatu kep perpanjang masa jabatan Gubernur
Hamengkubuwono X dan Wagub Paku Alam IX, 25 Wagub DI ditand gani oleh Presiden, besok jam
di Kantor Presiden, Selasa (7/10) sore. (foto: ~ SS™Pilan Pagi saya akan menyerahkan Kep RiEad 9
abror/presidensby.info) perpanjangan tugas Sri Sultan sebagai Gub di Depdagri,”
Mardiyanto menjelaskan usai per Masa jangan jab ini

dipergunakan untuk merumuskan RUU Keistimewaan DIY.

Mengenai RUU Keisti 1 DIY, Mardiyanto mengatakan bahwa Presiden SBY b p dilakukan komunikasi yang

intensif, dibicarakan dengan baik, dan tidak terg gesa. "Kita kebaikan untuk semuanya dan kita periu
berkaca pada pengalaman-pengalaman kemarin. Jangan sampai menyusun UU dengan tergesa-gesa,” ujar Mardiyanto.

Presid| jang masa

Sementara itu, Sri Sultan Hemengkubuwono meng
jabatannya sebagai Gubemur DIY. "Bagi saya, keputusan Presiden itu saya terima, asal j Jangan satu penode Itu

kewajiban saya untuk melaksanakan karena saya juga punya tanggung jawab di hadapan pemerintah dan masyarakat
bagaimana RUU DIY bisa disel 1,” kata H: gkuibuwono X.

Gubernur DIY berharap dalam pembah. RUU Keisti DIy i garkan semua pihak dan
membangun komunikasi yang intens dan baik. "Bukan berarti saya menentang pemerintah pusat. Tidak ada ketentuan
dan keinginan seperti itu. Yogya bagian NKRI itu sudah final. Karena ada waktu tiga tahun, kita dialogkan, kita bahas

bagaimana sebaiknya RUU DIY itu dibangun dengan kebersamaan,” katanya.

Ketika menerima Gubemur dan Wagub DIY, Presiden didampingi antara lain, Mensesneg Hatta Rajasa. Mendagn
Mardlyant b Sudi Silalahi, dan Jubir Presiden, Andi A Mallarangeng. (win)
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Podcast Feed

xmi

Sindikasl Berita

WHESROARA Wi INTANA KIUAKA 81

y '

& Kondisl | Peta Situs | Kontak
gy Wil p::bllk Onldlmnlu Dr. M. Suslio Bambang Yudhoyono

© 20002000 Situs Web Resm|i Presiden Re

Hak Cipta dilindungl Undang undang

70



! Website Resmi - Official Website
" sekretariat Negara Republik Indonesia Rabu, 04 November 2009
Anda Pengunjung Ke : 5041835

b -

WUW. SETHER.BOUT

Home Tentang Kami™ Profil” Produk Hukum™ Tanda Kehormatan'™ Istana’ Galeri” Lelang Carl

Home Tentang Kami Profil Produk Hukum Tanda Kehormatan Istana Galeri Lelang

Informasi Kegiatan
Galen Kegiatan Mensesneg

M. Hatta Rajasa, yang telah diantk sebagai Menteri
Koordinator Bdang Perekonomian Kabinet Indonesia
persatu ke-2, hadr dabm acara serah terima
jabatan Menteri Sekretars Negara di Gedung -
Utama Sekretarat Negara, Jakarta, Kamis (22/10).

MENU UTAMA Presiden Perpanjang Masa Jabatan Gubernur DIY

Home Rabu, 08 Oktober 2008

Tentang Kami Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (7/10) sore, menerima

Profil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X serta Wakil
Gubernur Sri Paku Alam IX. Pertemuan ini membahas berbagai hal, terutama soal

Produk Hukum perpanjangan masa jabatan Gubernur dan Wagub DIY yang akan berakhir pada 9

9 y P
Tanda Kehormatan Oktober 2008 dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan DIY .

Istana

Menurut Mendagri Mardiyanto, perpan&ngan dimaksudkan agar jangan sampai
Galeri terjadi kekosongan pemerintahan di DIY. Untuk itu Presiden akan mengeluarkan
suatu keputusan memperpanjang masa jabatan Gubernur dan Wagub DIY. "Setelah

kadie ditandatangani oleh Presiden, besok jam sembilan pagi saya akan menyerahkan
Home Keputusan Presiden tentang perpanjangan tugas Sri Sultan sebagai Gubernur di
o Depdagri," Mardiyanto menjelaskan usai pertemuan. Masa perpanjangan jabatan ini
Tentang;Kami dipergunakan untuk merumuskan RUU Keistimewaan DIY.
Profil
Produk Hukum Mengenai RUU Keistimewaan DIY, Mardiyanto mengatakan bahwa Presiden SBY
berharap dilakukan komunikasi yang intensif, dibicarakan dengan baik, dan tidak
Tanda Kehormatan tergesa-gesa. "Kita utamakan kebaikan untuk semuanya dan kita perlu berkaca pada
Istana pengalaman-pengalaman kemarin. Jangan sampai menyusun UU dengan tergesa-
gesa,” ujar Mardiyanto.
Galeri
Lelang Sementara itu, Sri Sultan Hemengkubuwono mengatakan, menerima keputusan
Presiden memperpanjang masa jabatannya sebagai Gubernur DIY. "Bagi saya,
keputusan Presiden itu saya terima, asal jangan satu periode. Itu kewajiban saya
ST untuk melaksanakan karena saya juga punya tanggung jf.\wab di hadapan pemerintah
AND';? r::gvm" dan masyarakat bagaimana RUU DIY bisa diselesaikan,” kata Hamengkuibuwono X
\Y berharap dalam pembahasan RUU Keistimewaan DIY sebaiknya
gg?\gg:\garlzan semua %ihak dan membangun komunikasi yang intens dan bak
“Bukan berarti saya menenta emerintah pusat. Tidak ada ketentuan dan keinginan
O SERUN TEAAP seperti itu. Yogya bagian Nlr(%ritu sudah final. Karena ada waktu tiga tahun Kita
dia‘:ogkan,' kita bahas bagaimana sebaiknya RUU DIY itu dibangun dengan

kebersamaan,” katanya.

Pengumuman uade

& i rima Gubernur dan Wagub DIY, Presiden dida | antara !
lCPNS Setney :\(ﬂeetru‘lgsgenem"a Rajasa, Mendagri r%lardlyanto, Seskab Sudi Silalahi, dan Jubit
- Presiden, Andi A Mallarangeng

CPNS Setkab Baba Y008/10007/3562 hmi
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Sultan Terima Perpanija
mbo.uohourm,uswpa' jangan Jabatan Gubernur

’

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini (8/10) menerbitkan Keputusan
memuat perpanjangan masa jabatan Sri Sutan Hamengku Buwono X dan gﬁ’:’:\? K;':
IX sebagal Gubemur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Keputusan tersebut mulai berlaku efektif pada Kamis (9/10), sesuai
masa jabatan Gubemnur dan Wakil Gubernur DIY periode (zc{os-)ioos‘.’a e

"Masa perpanjangannya akan segera dipelajari dan disesuakan aturan perundangan

ada, namun paing Bma 3 tahun,” kata Menteri Dalam Negeri Mard?y:r’;, Y:s"agn
mendampingi Sukan dan Paku Alam bertemu Presiden di Kantor Kepresidenan Jakarta,
kemarin (7/10). o

Menteri Dalam Negeri mengatakan, dalam masa perpanjangan tersebut diharapkan
Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta akan selesai dbahas dan siap
dioperasionalkan.

“Presiden berharap, dengan perpanjangan ini, ada komunikasi yang intensif antara berbagai
pihak dalam pembahasan RUU Kestimewaan Yogyakarta untuk mencar solusi yang
menguntungkan, baik bagi DIY maupun dalam rangka NKRI," ujar Mardiyanto.

Presiden berharap pembahasan tersebut dilakukan dengan pemikiran yang mendalam dan
menerima masukan dari berbagai pihak. "Intinya, pembahasan dilakukan dengan tidak
tergesa-gesa agar memperoleh hasil yang memuaskan semua pihak,” kata Mardiyanto.

Sultan mengatakan bisa menerima dan tidak akan mempersoalkan keluzrmya Keppres dan
masa perpanjangan jabatan sebagai Gubernur DIY. "Saya tidak persoakan 1, 2, atau 3
tahun, hanya jangan sampai 5 tahun, sebab itu sama dengan satu periode jabatan
Gubemur, dan tu tidak logis,” katanya.

Mengenai pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta, Sutan minta pemenntah pusat dan
DPR mendengarkan aspirasi semua pihak dengan membangun komunikasi yang intens#.
“Jangan persoalkan status keistimewaan Yogyakarta, sebab status DIY sebagai bagian dari
NKRI itu sudah final.”

Sultan mengatakan dirinya tidak dalem kapasitas mengkritisi RUU Kestimewaan
Yogyakarta, namun secara tegas 3 mengharapkan Piagam Pengukuhan Yogyakarta
sebagal Daerah Istimewa tanggal 19 Agustus dan dimulai September 1945 dihargai semua
pihak.

"Saya minta RUU Keistimewaan Yogyakarta dibahas dalam suasana kebersamaan,”
ucapnya.

Mengenai kabar dirinya tidak setuju perpanjangan masa jabatan karena akan mengganjal
pe:cqabnan presiden 2009, Sultan menjawab, "Sampal saat ini saya beh.m menjadi
kandidat sehingga bukan kapasitas saya menjawab sekarang dan di tempat ni.

Tak Terkait Pemilu

rpanjangan jabatan S Sysl:n sf(bao:l Gubemu;gl:
tidak ada katannya dengan bursa pemilhan presiden 2009 ya katakan berka
saya juga kltampadanguun saat dialog. Ini tidak ada katannya RUU Kesstimewaan DIY
dengan 2009," kata Mardiyanto di Jakarta, Senin (6/10).

h bahwa Keppres
Menurut dia, sudah ada kesepahaman antara Sultan dan pemerintal
perpanjangan jabatan Gubernur DIY adalah katup pengaman agar tidak tecadi
kekosongan pemerintahan di DIY selama pembahasan RUU DIY dl DPR.

Menteri Dalam Negeri menyatakan pel

yadi priortas dengan

Kepada DPR Juga telah diama agar [ L
kat DI

yerap aspirasl Y

7 SAY tidak pemah mamikan

Prasklar
Mardiyanto managaskan, pamerintah maupun angan jabatan Sukan sebagal
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... METROPOLIS

B keisTIMEWAAN |

Tim Pemprov Tolak RUUK

JAKARTA - Tim Penyusun RUU DIJ yang
dlp:mpm Sekprov DlJ Tri Harjun Ismaji kema-
rin menyampaikan
paparan di rapat den-
gar pendapat umum
(RPDU) Komisi
11 DPR RI. Dalam
kesempatan itu, Tri
Harjun didampingi
Prof Dr Sofian Ef-
fendi, Prof Dr Bakdi
Sumanto, Prof Dr PJ
Suwarno, RM Tirun
Marwito , Achiel
Suyanto SH MBA
dan lain-lain.

i Har]un Ismaji Di depan Komisi I,
tim pemprov menolak terhadap sebagian konsep
dan judul RUUK »

RADAR JOGJA umat Kowon 10 Sepiambes 2008

» Baca Tim Pemprov... Hal 13

BERITA UTAMA

DPRD DU Diminta Hati-Hati Melangkah

H TIM PEMPROV

hati-hati untuk tidak mudah

masih mendukungnya. Sinyal

dortha13  Mengadakan sidang penetapan 0 itu ternyata direspons.
Sultan  berbeda oleh Ketua Umum Gol-
Hamengku Buwono X. Scbefum  kar Hamioko.

Soal judul, tim tersehut ingin  mengambil langkah-langkah  Golkar justru mendorong Soe-
diberi nama RUU Pemerintah DI politik menjelang 9 Oktober harto terus menjabat melalui
dan bukan RUU Keisti 2008, sudah dewan i Sidang MPR.
Provinsi DL. lebih dulu mcndapalkan kcpu bulan kemudian, Soehane jatuh

lmn terkait sik ibat di

Konscp Parardhya diusulkan
i tidak s den-

gan fakia sejarah. Selanjutnya

Konsep pemilihan gubernur juga

ditolak karcna dianggap men-
i Schab

kepala dacrah yang tidak terikat
masa jabatan, syarat dan cara
pengangkatun. Tim pemprov juga
menegaskan bahwa kedudukan
keruton dan Pakualaman menjadi
subjek hak atas tanah dan bukan

badan hukum kebudayaan.

Komisi 1l DPR RI yang me-
nerima delegasi dari pemprov
DI ini tak memberi respons
terhadap yang disampaikan tim
ini. “Posisi Komisi 11 hanya
mendengarkan masukan dan
DPR udxk bcmkn'p Ini hckil
bagi fral

<n emang harus dit
atau ditanting keseriusanny
Masih bersediakah menjabat zu-
bernur fapi. Kalau bersedia, mau
pilih scumur hidup, lim:

dua tahun,” ungkep Kclua Fraksi
Persatuan Bintang Demokrat
dan Peduli Bangsa (FPBD dan
PB) Sunardi di Gedung DPRD
DL kemarin.

Sunardi mengaku sulit mem
bayangkan bila sikap politik HB

besar bila wlanjur menggelar
sidang penetapan.

Di mata kader PPP itu, situasi
DU saat ini mirip dengan 1998
menjelang Socharto Icngs:‘r‘:

a0

25 ftveimaci wsalah (DIM)
«erang anggota Komisi 11 DPR
Rl Agus Pumommo.

Sementara itu di Jogja, DPRD
Provinsi DIJ diminta bersikap

Baru jatuh, scmpat memberikan
sinyal menofak menjabat kembali
sebagai presiden 1998-2003.
harto minta diadakan jajak
pendapat kepada rakyat spakah

kehendak pribadi raja Keraton
Jogja tersebut.

“Yang lebih penting ,-ngun
aampal HB X menjadi kot

ingatnya.

Sedangkan anggota FPKS
DPRD DU Tri Harjono ber-
pendapat, dinunut ke belakang
setahun sebelum masa jabatan-
nya berakhir pada 7 April 2007,
HB X sudah menyatakan tak
bersedia menjabat sebagai gu-
bernur pasca 2008.

Namun belakangan muncul
statemen mengejutkan HB X
soal manuver politik di depan
'massa Partai Golkar pada Maret
2008. “Dari rangkaian itu, oy
melihar syahwat politik TTB
sendiri semakin tidak jelas,”
sindirnya. (kus)

3
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ee... METROPOLIS 3

Timbulkan Pro-Kontra

Penolakan Pemprov
terhadap RUUK
Perlambat Pembahasan

JOGJA - Penolakan Tim Pem-
prov DIJ terhadap draf RUUK

“RUUK akan semakin lama
disahkan.” tuding Ketua Fraksi
Persatuan Bintang Demokrat dan
Peduli Bangsa (FPBD dan PB)
DPRD DIJ Sunardi kemarin,

Sunardi merasa heran dengan
sikap tim yang dipimpin Sek-
prov Tri Harjun Ismaji seperti

DIJ menimbulkan sikap pro terungkap saat paparan di Komisi
dan kontra. Ada yang menilai  LIDPR RI. Sikap tim pemprov itu
sikap tersebut bukan langkah jauh di luar perk:raan Sunardi.
yaog tepat. Selain tidak strategis, ~ Kader PPP ini menangkap ke-
sikap itu justru menghambat  san adanya sikap apriori =

pembahasan RUUK.

RADAR JOGIA * ssses Lo 20 Seotemier 505

» Baca Timbulkan ... Hal 13

BERITA UTAMA

13

Lupakan Perbedaan Muluskan Payung Keistimewaan

H TIMBULKAN

Sambungan dari hel 3

Alasannya, pagi-pagi tim pem-
prov sudah menyatakan menol
Padahal draf RUUK dibuat resmi
olch pemerintah. Dari kaca mata
Sunardi, draf itu sudah relatif’
akomodatif. “Jangan-jangan me-
mang adaagen rscmbun\‘i di
halxk semua ini,” ujarn;

Senada, Wakil Kelua FPKS
‘Wajdi Rahman mengatakan se-
makin banyak tuntutan yang
diajukan pemprov akan semakin
menunda pengesahan RUUK.

Buntutnya, pembahasan men-
jadi berlanut-larut. “Dampaknya

rakyat DIJ yang paling dirugi-
kan,” ingatnya.

Kerugian terbesar. lanjut Waj-

di, terjadi karena payung hukum
yang bertahun-tahun diperjuang-
kan menjadi tidak kunjung kelar.
Dikatakan, sampai ini be-
berapa pihak yang terkait ma-
salah itu tidak memberikan sikap
tegas. Hingga detik ini, rakyat
juga belum mengetahui sikap
resmi yang diambil keraton.
Mesiinya, saat memberikan
‘masukan itu pemprov telah me-
nyampaikan »lkap dan hukan

gubernur telah ada di depan

mata. “Kita harus segera melu-

pakan segala perbedaan demi
endapatkan payung hukum.”

rucdlhargm ‘Sebngmpcndspu(
mesti dlhommu dan jangan di-
umgm " hela Deddy.

malah ur
tuntutan baru.

*"Tuntutan itu kalau dipenuhi
berisiko mengubah dari awal
konsep RUUK.” katanya.

Ketua FPKB Sukamto meng-
hmpkan agar semua pihak ber-
juang mendorong percepatan
payung hukum bagi DIJ. Se-
bab, berakhirnya masa jabatan

Seperti diketahui saat Tim Pe-
nyuﬁnn RUU DIJ telah bertemu
Komisi If DPR RI pada Kamis
(18/9) lalu. Tim it terdiri alas
Sekprov DIJ Tri Harjun lsmaji.
Prof Dr Sofian Effendi, Prof Dr
Bakdi Sumanto, Prof Dr PJ Su-~
wamo, dan RM Tirun Marwito.
Juga advokat Achi¢l Suyanto
SH MBA dan Kepala Biro Tata

Pemerintahan Tavip Agus Ray-
anto.

Di depun Komisi I, tim pem-
prov menolak terhadap sehagian
konsep dan judul RUUK. Soal
Jjudul, tim tersebut ingin diberi
numa RUU Pemerintah DU
dan bukan RUU Keistimewaan
Provinsi DIJ. Konsep Pararadya
diusulkan dihapus karena tidak
sesuai dengan fakta scjarah.

Selanjutnya konsep pemilihan
gubernur juga ditolak karena
dianggzap menghapus keistime-
waan DIJ. Sebab, keistimewaan
terietak pada kepala daerah
yang tidak terikat masa jabatan,
syarat dan cara.pengangkatan.
Kedudukan keraton dan Pak-
ualaman menjadi subjek hak atas
tanah dan bukan badan hukum
kebudayaan. (kus)
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POLITIKA

Pembahasan RUU
D1J Bakal Panas

JAKARTA - Hari ini (22/09)
pemerintah akan membahas RUU
Keistimewaan DIJ di gedung
DPR. R ya. Mendagri

mercka, tapi masih belum ada
titik temu, Belum ada saling
legawa,” katanya,

Dalam R

y bersama jaj
hadir pukul 10.00 di komisi 11
(bidang pemerintahan).
Pembahasan itu dipastikan alot
karena usul sementara pemcnn-

yang memiliki kcwcmng,an men-
gatur hal-hal yang terkait dengan
keisti DII. K

tah agar Sultan H: o
wono menjadi parardhya yang
mempunyai hak veto terhadap
gubernur ditolak oleh keraton
dan warga Jogjakarta.
"*Pemerintah menilai, jabatan
gubernur scumur hidup seperti
yang diminta Paguyuban Lurah
dan Pamong Desa Jogjakartu
sulit dikabulkan. Sebab, UUD
5 tidak mengakomodasi
adanya jabatan seumur hidup.
jelas Kepala Sub-Direktorat
Pejabat Negara Depdagri Su-
koco dalam diskusi kebijakan
strategis Depdagri di Hotel
Jayakarta kemarin (21/9).
Menurut dia, permintaan itu
akan menemui kendala yuri-
dis karena pasal 14 UUD 45
memerintahkan bahwa kepaia
daerah dipilih secara demokratis
dan ada batas waktu jabatan.
**Saya sudah berusaha menemui

TANGGAPI PUSAT: Sum HB X saat

tersebut, antara lain, mengatur
masalah pertanahan, kebudayaan,
tata ruang. dan pemerintah yang
terkait dengan keistimewaan.

JTabatan Sultan akan berakhir pada
9 Oktober 2008. Bagaimana jika
diperpanjong
Ian hukumny

Juru Bicara Mendagri Saut
Situmorang yang hadir dalam
acara itu menambahkan, pemer-
intah masih menunggu perkem-
bangan Senin pagi ini. ""Jadi,
belum ada posi:

warga Jogja, Sabiu

malam, di Keraton Kilen. Dia

menegaskan tidak akan meny-

etujui draf RUU versi pemerintah

pusat. Dia juga tidak bersedia

Jabatannya diperpanjang hingga
(rdVmk)

iy
B TAUPKTADAR JOUA
menerima pisowanan Gerakan
Kawula Mataram Manunggal (GKMM) di Kraton Kilcn Sabtu,

RADAR JOGIA * Sevis Pon 22 September 2008
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wwerr. METROPOLIS

3

Dewan
Diminta
Cabut
Sikap

Karena Tidak Sesuai

hDPRD Provinsi
DIJ. Respon it di-
perlukan karena de-
wan telah membuat
keputusan politik
yang tidak sesuai
upmm

Keputusan dewan
it tertuang dalam

28/2008 tertanggal
30 Juni 2008, Isinya

pon sccepainys

politik nomor

dewan mendosak

icheadaknya, podahal HB
cny sk herkenan,” ucap ot Frakst
H\\lll R DI T Hagono kenana

Aspirasi HB X

'RADAR JOGIA » Sen Fon 22 Seprember 2008

pemerintah pusat |

mene bali Tri Harjono

HB X dan PAIX se-

bagai gubernur dan wakil gubernur 2008201
K eputusan itu harus dicabat atau paling sk

Jangan sampai de

JOGJA - Penolakan Sultan Humengku Buwono
X dengan perpanjangan masa jabatan gubernur
sclama satu periode atau lima tahun lantaran
tak punya landasan
huk\lm kuat, harus

» Baca Dewon... Hol 11

BERITA UTAMA

13

RUUK Pemerintah Tak Sesuai Aspirasi

B DEWAN
Sambungan dari ha 3

Sebagai orang Jawa, Tri men-
gajak semua pihak tanggap ing
sasmita dengan menangkap se-
cara cermat dan scksama ucapan
HB X. Apalagi sebagai raja, HB
X berulang-ulang mengingatkan
orasi budaya 7 April 2007 meru-
pakan sabda pandita ratu. Sckali
diucapkan pantang dianulir atau
dibatalkan.

Orasi budaya itu intinya berisi
sikap HB X tidak bem.dm men-
jabat lagi sebagai subernur
2008. Sebab, HB X merasa mlah
dua periode menjadi gubernur
dan tidak ada peluang hukum
yang mengizinkan dirinya men-
jabat hingga lebih dari dua peri-

ode.

Tri sejak awal mengaku telah
‘mempunyai feeling politik kalau
HB X tidak akan serte merta
mau mengikuti si
dewan. Hanya il
politik termasuk di dewan tidak

tanggap. waan DIJ. HB IX

kin dals Keraton Jogj: harus tetap
rangka cari muka di depan Sultan  ada sampai ratusan tahun ke
demi kepentingun sesaat 2009.”  depan seperti halnya Kasultanan
ujar Tri setengah curiga. Politi-  Cirebon.
kus asli Temon Kulonprogoini  Sedangkan soal jabatan kepala

juga berharap dalam setiap kali
statemennya HB X tak banya
meminta pusat mendengarkan
suara rakyat. Namun pendapat

DPRD DU i Juga harus.
kan. Scbab,dengan melihat suara
dewan akan lebih terstruktur.
Sedangkan jur bicara Koalisi
Masyarakat Penegak Keistime-
waan (Kompak) DL Unang Shio

Daerah Tstimewa, HB IX tidak

pun bukan lewat

pemilihan melawan ad:knya

KPH Anglingkusumo. Saat

putaran periama, PA IX sempat

kalah suara,” ceritanya,
Terpisah, advokat Achiel Suy-

anto SH MBA menilai DPRD

pernah yang
bertahta di keraton otomatis
gubernur. Di buku tersebut. HB
IX menyerahkan sepenuhnya
masalah keistimewaan kepadu
pemerintah pusat dan kehendak
rakyat DLJ.

“Sikap itu juga didukung PA
VI, lanjutnya. Hingga akhir
hayatnya, PA VIII tak pernah

Peking y . pendapat
Sultan otomatis menjadi guber-
nur dan wakil gubernur dijabat
Paku Alam hanyalah tafsir politik
semata. la lantas mengutip pesan

dalam buku Tahta untuk Rakyat
yang ditalis Atmukusumah.
Dalam buku tersebut, HB 1X
yang juga Bapak Pendiri DL it
sempat menyinggung soal masa
depan keraton dan keistime-

wasiat peng-
gantinya harus menjadi wakil

ur.

Fakta ini didukung kenyataan
setelah naik tahta pada 1989,
HB X tidak langsung menjabat
gubernur. HB X baru menjadi
gubernur pada 1998 atau 10
tahun setelah bertahta.

Begitu pula PA 1X yang jum-
eneng pada 1999, baru menjadi
wakil gubernur pada 2001. “Itu

DIJ tak

penctapan HB X dan PA IX.
Sikap politik yang dihasilkan
juga tak utuh didukung semua
anggota dewan.

Indikasi itu tercermin dari
sikap Ketua FPBD dan PB Su-
nardi dan Wakil Ketua FPKS
‘Wajdi Rahman yang mengkritisi
penolakan Tim Pemprev DIJ
terhadap RUUK DIJ sebagai
bentuk: pengesaban

RUUK. o

Menurut Achiel yang masuk
dalam tim itu, RUUK yang
dibuat pemerintah tidak sesuai
dengan aspirasi masyarakat.
Keheradaan lembaga Pararadhya
sebetulnya justru mendegradasi
posisi sultan dan Paku Alam.
“Konsep itu juga membodohi
rakyal.” kritiknya (kas)
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Undang Sultan

JAKARTA — Mendagri Murdiyanio meminta
agar Komisi 1l DPR memprioritaskan pemba-
hasan RUU tentang Keistimewaan vainu

Daerah Tstimewa Jogjakarta,

Menurut Mardiyanto. RUU ini sangal penting

untuk memberi kepastian hukum bagi

dalam menyelenggara-

kan pemerintahan yang
bersifat istimewa.

**Selama ini pemikiran

mengenai keistimewaan

Jogjakarta didominasi

Jogjakarta

isu penetapun atau pe-
‘milihan gubernur dan wakil gobernur. Padahal,
ukan s it

raker dengan Komisi 11 di Gedung DPR. kemarin

229 =

» aca DPR..Hal 15
m Baca SBY Minta DU Patubl U
Halaman

Orasi 7 April 2007 Jadi Pertimbangan

H bPR
Sambungan dan hat 1

Ketua Komisi I Evert Emnest
Mangindaan menarzetkan DIM
(Daftar Inventaris Masaluh) dari
fraksi-fraksi sudah tcrkumpul
seminggu sciclah Icbaran Idul
Fitri,

Setelah diadakan sinkronisasi,
maka pembahasan bisa dimulai
Oktober.”

pertengahan €
Menurut legislator dari Partai De-
‘mokrat itu, Komisi 1T juga merasa.
Mu untuk mengundang Sultan
HB X dan Paku Alam IX. *"Kalau
‘beliau siap thadir. Red), kami siap.
Kami juga perlu mendengar secara

Kan istrumen hukim baru yang
jv:las ujar mantan gubernur

"*Suara yang memilih KPH
Ambar Kusumo lebih unggul,

Parardhya memiliki kewenan-
gan nn!cgls untuk memberi

Jateng tu.

but ditambah lagi dengan fakia
‘pengisian jabatan kepala.
di Jogjakarta pada 1998 dan
2003 yang ternyata ditentukan
oleh negosiasi politik yang
keras, ketimbang regulasi yang
jelas

Sejarah memang mencatat,
setelah Sultan HB IX wafat
pada 3 Oktober 1988. justru
Paku Alarm VI yang diangkat

Penjabat Gubernur olch

Presi
dinobatka
beliau tidak otomatis diangkat
m.q.ul. ‘gubernur.

luh tahun kemudian,

beliau inginkan."™
Raker yang dimulai pukul 10,30
WIB itu turut dihadisi Menkeu

dari pvxlmk prmcmum temyata
Mardiyanto mcnpkm hahwa
Sultan HB X dalam
orasi budnyn 7 April 2007
satu pertim-

\gan pentin, hez
dahm menyusun RUU terse-

but. Ketika itu. Sultan HB X
menyatakan ketidaksediaannya

ny
jabatan gubernur membutuh-

et Pa Alam VIII mangkat
pada | Sepiember 1998, Sultan
HB X diangkat menjadi guber-
nur. **Ini menjadi gambaran
betapa tidak otomatis Sultan
yang bertahta sebagai gubernur
dan Paku Alam -yang men-
jadi wakil gubernur,”” ungkap
Mardiyanto.

Adapun pengisian jabatan
wakil gubernur ternyata dipu-
tuskan melalui mckanisme

pemitihan di DPRD Jogjakarta, -

Calonnya memang berasal dari
keturunan Paku Alam VI yang
sudah mangkat. yakni KPH
(Kanjeng Pangeran Haryo) An-
gling Kusumo dan KPH Ambar
Kusumo,

sehingga di sebagai
Sri Paku Alam IX." jelasnya.
Selanjutnya, KPH Ambar Kusu-
mo-lah yang dungkal prosiden
sebagai wakil guberni

Berdasarkan m)umlxh rang-
knun fikta ini. ogas Mardiyan-

terhadap sctiap
calon gubernur/wakil guber-
nur yang mendaftar ke KPU
Provinsi. Bahkan, Parardhya
juga berhak memveto peraturan
ducruh yang sudah disahkan

ur Jogjakarta.

s

terhadap perda

dnlnm mekanisme pengisian
Jabatun gubernur dan wakil
‘gubernur Jogjakarta. "
itu, perlu ada UU baru yang biss
lebih menjamin adanya konsis-
tensi kebijukan,” tegasaya.
Menurut Mardiyanto, pemer-
intah meyakini nantinya keis-
timewnan Jogjakarta akan
menjelma dalam praktik dan
sistem pemerintahan yang de-

‘mengenai kebudayuan, pertana-
han. dan

penataan ruang,
Mardiyanto mcnambahknn
setelah RUU Keistimewaan
disahkan, maka ada masa
transisi maksimal dua tahun,
Dalam periode ini, Sultan HB
X dan Sri Paku Alam 1X selaku
Parardhys jugu masih menjabat
sehugai gubernur/wakil gulm-
nur Jogjakarta.

mokratis. Kepals
dipilih secara langsung olch
rakyat, Namun, tetap dikawal
oleh Kasultanan dan Pakuala-
man memm pengemb-ngan
budaya yang kuat.

“*Prinsipnys adalah mohar-
khi konstitusional,” katanya.
Dalam model ini, jelas dm.
institusi monarkhi (kerajaan,
Red) dipisahkan dari insti-

demokrasi, Meski begitu,
kan

Mmi ito menegaskan peran
sentral Sﬂ Sultan HB X dan Sri
Paku Alam TX fidok ekan hi-
lang. *'Keduanya akan bertahta
dalam kedudukannya sebagai
Parardhya,”” cetusnya.

egis untuk memlmuum per-
siapan pemilihan gubernur dan
wakil gubernur secara langsung
oleh rakyal,” tegasnya.

Mengingat mas jabatan Sul-
tan HB X yang sudah berakhir
pada 9 Okiober, imbuh Mardi-
yanto, presiden dapat menerbit-
kan produk hukum pengganti
keppres pengangkatan Sultan
HB X sebelumnya.

'‘Apakah bentuknya Keppres
lagi atau Perpu belum diputus-
kan, Tupi, yang pasti tidak akan
ada kekosongan hukum dan
pemeriniahan di DIJ."" tandas-
nya. (priftom)

15
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POLITIKA

SBY Minta
DI1J Patuhi UU

JAKARTA ~ Presiden Susilo
Bambung Yudhoyono me-
nyindir sikap Gubernur Dac-
rah Istimewa Jogjakartu (DLI)
Hamengku Buwono X ter-
hadap Rancangan Lindang-Un-

dang Keistimewaan Jogjakarta,
Menurut SBY, masyarakat di
suatu daerah tidak hisa mem;
akan kehendak untuk menen-
tukan sendiri kepala daerahnya
melalui cara penunjukan.

SBY menegaskan, pemili-
han kepala daerah. termasuk
gubernur, sudah diatur secara
Lk\phsl( dalam UUD 1945.
sal 18 ayat 4, Gubernur,
Bupati. Wali Kota, masing-

i ai daerah

Fe
3

dipilih secara demokrasi.”* ujur

rus diubah dulu konstitusinya.
Yang berhak mengubahnya
bukan hanya masyarakat di
provinsi tertentu itu, tetapi
semuanys.” (andas SBY.

SBY memang tidak menyebut
kata Jogjakarta dalam sambutan-
nyaitu. Namun. Mensesneg Hatta

Radjasa mengatakan pernyataan
presiden itu adalsh penegasan
sikap pemerintah tentang RUU
Kcuumcwnan DU, “"Tadi kan

n sudah jelas, gubernur
nmhphholchmkyﬂl ujnrH.ul.u
saat ditanya tentang polemik
RUU Keitimewaan DIJ.

Menurut Haita, RUU tersebut
telah mengakomidir unsur-un-
sur keistimewaan DIJ. Pemor-
mrah tidak mungkin merancang

SBY dalam;

u peserta Program
I"uulldxk.\n Reguler Angkatan
(PPRA) Lembaga Ketahanan
Nasional (Lemhannas) ke-41 di
Istana Negara, kemarin.

Sehingga, lanjut SBY, ma-
syarakal atau pcmimpin yang
memaksakan kehendak untuk
memilih kepala dacrah melalui
penunjukkan bertentangan den-
‘gan konstitusi. **Kalau mav, ha-

\g yang bertentan-
ndcngnn konstitusi.

Soul perpanjangan jabatan
Hamengku Buwono X yang
berakhir 9 Okiober nanti,
menurut Hatta, belum ada
keputusan, **Saya belum bisa
menjawab soal itu, Seperti
apa itu nantinya, karena untuk
memperpanjang ity kan tun-
duknya pada UU yang mana,"
Katanya. (tom/pri)

BAHAS KEISTIM M!ndlﬁr! Mlldlylnlo (kanln) usal M

EWAAN:
dengan Komisi Il di G«kmg DPR, kemarl

RADAR JOGIA * seons Vioge 23 Septembor 2098
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Jawa Pos

RADAR JOGJA

SABTU | 27 September 2008 ECERAN Rp 2.500

ol Ada g Barud

HB X Bersedia J adl Gubernur Terus

Asalkan UUK DIJ egaskan, sebetuinya dia tak pernah menolak ~ Keraton JogJ.xmmx petang kemari
menjabat sebagai gubernur terus, Raja Keraton Jogja itu katas me

Amanatkan Penetapan **Bila aspirasi rakyat didengar dan UUK  bunyi orasi budaya yang disampaikannya s
DI mengamatkan gubernur melalui pene- ulang tahun ke-61 pada 7 April 2007

J()G.]A & Menjelang masa jabatannya . maka saya tetap  yang kebmulm juga dilakukan di Pagelaran
berakhir. sikap politik Sultan Hamengku mbali sebagai guber- + Baca HBX...Hal 15
Buwono X semakin jelas. Gubernur DI nur,” ungkap HB X saat berdialog dengan 4
yang akan lengser pada 9 Oktober itu men- 500 seniman se-DIJ di Bangsal Pagelaran » Berita Terkait, Baca Hal 2

RADAR JOGIA * sbis o 27 Septames 2008

B HBX
Sambungan dan hal 1

Menurut dia. ketidaksediaan
menjabat lagi sebagai gubernur
karena terganjal Konstitusi.

UU yang sel.:m.l ini ada mem-
batasi jabatan gubernur hanya
dua periode. Mckanismenya
melalui cara pemilihan.

Menyadari keadaan itu. HB
X lantas membuat manuver
dengan menyatakan tidak lagi
bersedia menjabat gubernur.
Sebab, bila dia tetap menerima
hingga tiga periode
a aturan hukum yang

nanti saya dikira tidak tahu
m,”" ungkapnya memberi-

gdl.lk.m dia
oleh pusal. Adanys +kendala aturan

cmbuatnya
ikapnya

endekl sl
menoluak menjadi guhcmurumuk
masa periode ketiga.

panjangan masa jabatan sclama

BERITA UTAMA

PA IX Didesak segera Mengambll Sikap

fima tahun. Perpanjangan lima
tahun identik dengan satu peri-
ode masa jabatan.

Baginya perpanjangan ja-
perlu cukup setahun,
K ada jaminan akan
an. Sekali lagi. HB
X mengatakan, bila amanat

bali mengutip amanat 5 Septem-
ber 1945 yang ditcken HB [X dan
PA V11l dan piagam kedudukan
19 Agustus 1945 yang diberikan
Presiden Sockarno.

Dari kedua dokumen itu sangat
jelas jabatan kepala daersh dan
wakil kepala daerah melekat

UUK nantinya
penetapan dan bukan pemilihan,
maka dia tidak keberatan terus
menjabat scbagai gubernur.

**Saya bersedia karena men-
jalankan amanat UUK. Kalau UU
yang ada sekarang tidak pemah
jelas mengatur soal DIJ,” katanya
didampingi Direktur LSM, Sam
Nama Met Kusumahadi.

Di depan seniman Jogja sep-
erti Bondan Nusantara, Susilo
Nugroho alias Den Baguse
Ngarso, Yati Pesck, Hendro
Pleret dan beberapa seniman
lainnya. HB X mengatakan
orang sebetulnya tidak perlu

lm sejak 19

dijabat oleh ku Buwono
dan Paku Alam.

Meski sikap HB X semakin
terang, tetap saja belum dapat
diterima kerabat di lingkungan

15

apayang dilaku-
I\annyn it :chuw bentuk rasacinta
pada HB X dan keraton.

**Saat ngabekren untuk kali
pertama dalam hidup, saya ak
sungkem kepada HB X.”

Acun berharap HB X segera
mengambil sikap untuk menen-
tukan masa depan keistimewaan
yang diaj
kan Acun, Yakni, HB X menjadi
pandito ataw satrio. Bila pandito
cukup berdiam diri di keraton dan

terdekatnya. szdapar ditun-  jika satrio akan bergerak ngeluruk
jukan RM Acun b ke Jakarta kan ketegasan
Keponakan HB IX itumenilai  pemerintah.

apa yang dlsampmkan HB X
selama ini lcbih merupakan
pendapat pribadinya dan belum
‘mewakili institusi keraton, **Se-
bagai kerabat itz akan meminta
pertanggungjawaban HB X

Apa sebetulnya sikapnya,”™
kata Acun,

Bersama adik HB X. GBPH
Yudhaningrat, ia tengah meng-
himpun para kerabat keraton un
tuk bertemu HB X. Rencananya,

Putera GBPH Hadiwidjojo itu
juga minta KGPAA Paku Alam
IX segera mengambil sikap.
Tak seharusnya PA IX hany
menebar senyum dan cla elu
dengan bersikap nderek Ngars
Dalem. *"Harus ada sikap tcgas
PATX." desaknya.

Ia juga menganggap sidang
rukyat yang direncanakan Pa-
gayuban Ismaya pada 6 Oktober
mendatang tidak diperlukan.
Justru yang di adalah

gkapan Jawa, yﬂmu hml \cpraml

P bakal
dengan ugenda pisowanan saat
pada 3(

gerakan bertanya kepada HB
X atau rakyat maneges sultan.

tamat.
pannya harusnya sudah |m|| .

Dby kesempatan it dia kem

mendatang.
Meski dianggap kerap herse-
berangan dan ditading oposisi.

“'Kita selama ini sudah dibuat
bingung oleh smen-state
men HB X, sesulnya. (kus)
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POLITIKA

JK: Gubernur
DIJ Dipilih
Langsung

JAKARTA - Pemerintah
tidak menginginkan ada satu
wilayah yang tidak menerapkan
sistem demokrasi. Karena itu,

Karena nilai sejarah maupun
penyerahan kedaulatan kera-
ton Jogjakarta yang Uiberikan
Sultan Hamengku Buwono IX

pemerintah
Keisti X

pada pemerintah R1 Karenaitu,

waan Jogj me-

muat aturan tentang pemilihan
kepala daerah secara langsung.
Artinya, jabatan gubernur yang
saal ini secara ex-officio disan-
dang Sultan Keraton Jogjakarta
dihapuskan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla
menegaskan, demokrasi ditan-
dai dengan pemilihan anggota
DPRD dan kepala daerah secara
langsung. Karena itu, dia me-
minta Sri Sultan Hamengkubu-
wono X berjiwa besar dengan

aan tetap
diberikan pemerintah pada
Jogja, termasuk tetap menjadi
provinsi sendiri.

Namun, Kalla menegaskan
keistimewaan tersebut tidak
berarti mengecilkan peran
daerah lain. Karena itu, tidak
ada dacrah yang lebih tinggi
maupun lebih rendah dibanding
daerah lain. “Surabaya hebat.
Bandung hebat, kampung saya
juga hebat. Jadi tidak boleh kita
menafikkan itu. Tidak boleh

pkan prinsip
“Saya mendukung pernyataan
Sri Sultan bahwa tidak ada
monarki absolut di Jogjakarta.
Karena tidak ada itu maka
harus ada demokrasi, harus ada
pemilihan kepala daerah secara
langsung,” tukasnya.

jolkan satu sama lain,
Kalau satu daerah diistime-
wakan. nanti daerah lain akan

merasa lantas kami ini apa.”
Keistimewaan Jogjukarta juga
tidak berarti daerah tersebut
herhak meminta referendum un-
tuk menentukan posisinya. Bila
intah jui referen-

Pemerintah tetap
gap Jogjakarta memiliki nilai
istimewa dibanding daerah lain.

yetu)
dum, daerah lain bisa menuntut
perlakuan serupa. (noe)

RADAR JOGIA * SutnuWoge 27 September 2008
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RADAR JOGIA » St e 4 Qs 2008

NUSANTARA

Rakyat Jogja
Lantik Sultan
Gubernur

Lusa, Sidang Rakyat Bertajuk
Pisowanan Agung Jilid Kedua

GUNUNGKIDUL - Rakyat Daerah Istimewa
Jogjakarta nekat mengadakan sidang rakyat pisowanan
agung kedua. Imbauan kerabat Keraton Jogja agar
rakyat diam saja menyikapi polemik jabatan Sultan
Hamengku Buwono X sebagai gubernur Daerah
Istimewa Jogja (D1J) diabaikan.

Bahkan, Paguyuban Lurah dan Perangkat Desa Se-DIJ
yang tergabung dalam Ing Sedya Memetri Aslining
Ngayogyakarta (Ismaya/Setia Menjaga Kemurnian Jogja)
telah menjadwalkan sidang rakyat kedua itu pada 6 Oktober
lusa. Agendanya adalah melantik Sri Sultan Hamengku
Buwono X dan KGPAA Paku Alam IX sebagai gubernur
dan Wagub DIJ, meski UUK DIJ belum ditetapkan.

Sebagaimana diberitakan, jabatan gubernur DIJ yang
selama ini secara otomatis dipegang sultan Keraton Jogja
menjadi polemik. Pasalnya, Sultan HB X menegaskan
keengganan untuk menjabat kembali. Keengganan tersebut
terkait dengan polemik RUU Khusus Jogjakarta sebagai
daerah istimewa yang tidak kunjung usai.

SaatHB X mengungk‘xpk‘mkeengganan tersebut, rakyatyang
dimotori lsmaya mengadakan pisowanan agung. Agendanya
menanyakan sekaligus menegaskan keengganan sultan tadi.

Hasilnya, meski sudah dapatkanp
dari HB X terkait hal itu, rakyat Jog;a sepertinya masih
belum rela. Maka, digagaslah pisowanan agung kedua
dengan agenda melantik HB X sebagax gubemur DIJ.

Yangsudahsiap-siap aratersebut
adalah Gunungkidul. Diperkirakan, tidak kurang dari 144
lurah dan 7.000 warga desa siap menghadiri sidang yang akan
diadakan di halaman Kantor DPRD Provinsi DIJ itu.

Imbauan Pemkab Gununkidul untuk membatalkan rencana
itu diabaikan. Bahkan, mereka tetap nekat berangkat, meski

kab tidak berikan

Ketua Paguyuban Lurah sc-Kabupaten Gunungkidul
Suparnokepada wartawan menyatakan, belum ada inisiatif
untuk meminta sumbangan danakepada pemkab. Pihaknya
juga mengakui, pada saat sidang rakyat pertama terdahulu,
tidak ada founding yang menyokong dana secara resmi.
“Semua swadaya, inisiatif warga,” ujar Suparno yang
menjabat sebagai ketua I lsmaya. (cw5/jpnn/ruk)

~m
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NUSANTARA

Sidang Rakyat Buang Energi

Kerabat Keraton Tolak
Pisowanan Agung Jilid [T

JOGJA-Rakyatlogiabisasaja
wnmdﬂun idang akyat
Pisowanan Agung Jiid II uofuk

nya kewenangan
menolak.
Keluarga besar
Keraton Jogijs
yangselamaini men-
jadisalahsatuelemen |

Menurut Acun, penycleng-
garaan sidang rakyattidak diper-
lukan lagi. *"Pola mengerahkan
massaitusudahtidak zamannya
dilakukan lagi. Apalagi, agends
ity hampir selalu mewarnai

setiap masa jabatan gubernur

akan berakhir.”
Kkatanys.
Keponakan
Sultan Hamengku
Buwono IX itu

dang Rakyat Jilid 1
1998. Pria yang
punyagelarBupati
Riyo  Purbo-
Kusumo ikut terli-

takan tidak tertask  Sultan Hamengku  ehkan massa
Buwono X

dengan agenda si-

Kalo itu, kali

dang rakyat yang di- pertama Sultan
motori Lurah Desa Hamengku Buwono X didaulat
se-DIJ Tsmaya tersebut. *"Untuk  rakyat menjadi gubernur DIJ.
apasidang rakyat. Hianya buang-  Dalamikes itu. Acunjuga
buangenergi, ungkapRMAcun  merasa tak sreg dengan rencana
Srta s § >
Sebageimana diberitakan, jabatan HB X scbagai gubernur
Ismaya yang merupakan pegu-  selama tiga tahup. Perpanjangan
yuban Jurah akan dil dalam bentuk
se-DIJ menegaskan akan me-  keputusan presiden.
ngadakan pisowanan agung 6 Menunt keputusan mem-
Oktober besok. Agenda utama-  perpanj:
nyaialahmelantik HB X scbagai  bentuk penghinnan intah
gubemur DU, terhadap keraton dan mendiang HB
Langkah Ismaya itu dilakuk raknyalki
menyusul polemik yang ber-  periaiuuntu,” tegasaya.
kembang terkait RUU Kekhu-  Dia berharap, HB X sebagai
susan Jogja dan keengganan pewaristzhtakesultanandanorang
X memegang kembali jabatan  yang mendapatkan pesan-pesan
gubernur DIJ. Sikap fsmaya dari HBIX tidak perluke Jakarta

tersebut menambah ruwet kon-
troversi RUUK Jogja.

Sejak awal, kerabat keraton -

‘minta rakyat Jogja berdiam diri
‘menyaksikan polemik tersebut.

untuk mengambil keppres ter-
sebut. '"HB X tidak perlu takut
tidak menjadi gubernur. Ora
dadi gubernur, ora patheken'”
tandasnya. )

Ismaya Ngotot

SEKRETARIS Paguyuban Ismaya Bibit Rustamto
i itu k i i kehendak

rakyat. Sebagian besar rakyat D) menginginkan penctapan HB
X sebagai gubernur dan PA IX sebagai wakil gubernur.

Untuk melaksanakan amanah itn, Ismaya bersama elemen
propenetapan lainnya sepakat bulat mengadakan sidang
rakyat di halaman Gedung DPRD Priovinsi DIJ Senin besok.
Acara akan dimulai pukul 13.00 siang.

Dia ilak

yang penetapan
datang berduyun-duyun ke gedung Dewan Provinsi DIJ.
“Perjuangan dan aspirasi kita adalah mewujudkan penetapan,”

kata Bibit:

TVRI Jogja kemarin malam. (kus/jpnn/ruk)

RADAR JOGIA - Mingau togk s htober 208
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Sl Ao g Bord —

TR

TAK

Kubu Penetapan Merasa Dikhianati

Sidang Rakyat Digembosi,
Tak Didukung PDIP

JOGIA- Komolidsi gershan pentapan rpanya
gerl dibcnah, Setlsh anarperangkat desa

pak. suasana retaknya pends

komy jukung per eup:n
juga terlihat saat berlangsungnya sldmg rakyat di

hafaman Gedung DPRD DI kem:

Namun dalam prak-
tiknya, target massa itu
tak dapat dircalisasikan.
Massa yang datang ke
‘edung dewan tak lebih
dari dari 3.000 orang.
Jumlah ini jauh lebih se-

bila dibandingkan

dikit

dégan sidang rakyatjilid satu yang digelar di tempat
ihDesals- sami, Maret sikam.

pryaden Gerakan Rakya Vogyakara (GRY) s

50 ribu.

» Baca Kubu ... Hal I5

BERITA UTAMA

Perhatikan Aspirasi Rakyat Jogja

B KUBU
Sambungan dari hal 1

Beredariotormstl; Jalmn);\
sidang rakyat vang disokong
penuh DPD Partai Golkar DI
itu tidak mendapatkan restu
di lmgkamn pusatkekuasaan

di DIJ. Menjclang acara, juga
;

yang terlihat geram begitu
mengetahui adanya gerakan
pengkhianatan itu.

Di atas podium, Gandung
secara khusus megupas adanya
SMS tersebut. Dia juga sempat
menyinggung peranan kera-
bat keraton. Pria asli Imogiri
Bantul itu wanti-wanti agar
k:rzhar keraton paham dengan

b

mclnlul I.-n nan pesan singkat

langan perangkat desa. Juga
muncul informasi SMS itu
sempat masuk ke kepala daerah
se-DIJ.

Intinya, mereka diminta tidak

lambang yang ada di
Ilng.kunsan keraton.

Menurut Gandung, rakyat
tidak butuh pemimpin son
toloyo. "Kita di sini berjuang
secara ikhlas dan bukan orang.
bayaran.Presiden SBY juga
harus tahu, kita tidak pernah

untuk sidang rakvat.
Akibatnya, dalam acara it,
Jjumiah perangkat desa tak lagi
lengkap dari seluruh DIJ. Bah-
kan beberapa armada yang
mengangkul peserta sidang
rakyat diketahui dibelokkan ke
arah Kaliurang dan Borobudur,
" Ada gerakan pengkhianatan
terhadap gerakan penetapan.
Pu\gkhmnm x!u berarti sengku-
ni," ungkap Ketua DPD Pnnm
Golkar DIJ (mndlmg Pardiman

tandasnya.

Selain jumlah massa jauh di
bawah target, sambutan anggota
dewan terhadap acara sidang
rakyat itu juga terlihat minim.
Anggota dewan ikut dalam si-
dang itu sebagian besar berasal
dari Fraksi Partai Golkar. Di
luar ite ada Ketua DPW PKB
DIJ Sukamto dan kerabat Puro
Pakualaman BRAy Ani Widjo-
jokus

"Sayu d.mmg karena merasa

bangga masyarakat masih meng-
hargai institusi Puro Pakuala-
man,” ungkap Ani yang duduk
berdampingan dengan Kerua
atuan Perempuan Partai
Golkar Rani Rumintarto.
Dalam acara itu, sebetulnya
Ketua Dewan Provinsi DIJ H
Akhmad Djuwarto beberapa
kali diundang untuk berorasi.
Namun beberapa kali nama
ketua DPD PDIP D1J itu dipang:
gil. Djuwarto tak muncul.
“Tidak hadimya Djuwarto juga
diikuti oleh kadernya. Meski
ada beberapa anggota FPDIP
vang ngantor di dewan, mercka
enggan ikul datang ke lokasi.
Lantaran Djuwarto tak hadir,
acara sidang rakyat dilanjutkan
dengan pembacaan sikap politik
oleh Ketua Ismaya Mulyadi.
Dalam sikap politik itu, kem-
bali terungkap desakan agar
pusat menetapkan Sultan
Hamengku Buwono X dan
Paku Alam IX sebagai gubernur
dan wakil gubernur DUJ. Juga
mendesak pemerintah meny-
elesaikan RUUK D1J dengan
memperhatikan sungguh-sung-
guh aspirasi rakyat DIJ. (kus)

15
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SLEMAN - BANTUL

Idham Menilai
idak Tepat

Mengenai Pelaksanaan
idang Rakyat

ang al me
s tentang perpanjangan

“Jadi, saat inf sudah tidak perlu
ada kek tiran lagi tents
it Dan pasti, Sultan d
akan menjabat lagi
Bantw! HV
wartaw
Disamping itu, Rancan,
Undang Undang Keistimewaan
(RUUK) DIJ saat ini telah
masuk ke Komisi 1t DPR RL
Idham berpendapat, keluarnya
keppres tersebut buk! B
i k dari pemerintah
1 kepada masyarakat DI

goodwill dari pemerintah pusat
harus dihargai.
idham secar g
hormati pelaksanaan sidang
kyat. Namua, ia menanyakan
JRY melakukan si-
kyat dan pelantikan.
Apakah itu sebagai tindakan
ya as atau tidak. Karena,
dalum kenyataannya pemerin-
ah pusat sudah memberik;
A ian tentang masa jabatan
hikian juga soal RUUK
h masuk ke DPR RL”

bebernya.

Menurut orang nomor satu
di Bantul ini, momentum yang
tepat untuk menggelar kegiatan

Idham Samawi

perti sidang rakyat bukan
arang. Momen tepatnya ke-
tika kehadiran Komisi 11 DPR
RI ke Jogja.

Idham menyatakan, momen-
tum saat ini sangat berbeda
dengan tahun 1998 dan 2003.
Saal itu, dia benar-benar berada
di garda depan untuk memper-
kan keistimewaan DIJ.
au saal ini saya kira mo-
menwmnya beda dan saya befum
periu ikut sids akyat seperti
ini.” Katanya memberi alasan.

Idham mengunghapkan
mendapat pesan dari Sultan HB
X lewat handphone. Dalam SMS
tersebut, Sultan memintar
mewaspadai pihak- pihak ter-
ang akan memanfaatkan
saat ini. {din}

RADAR JOGIA + setsavn 7 Chtsber 008
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SLEMAN - BANTUL

Apdesi dan GKMM
Tolak Bergabung

SEMENTARA iw. DPD
Asosiasi Pemerintah Desa D1J
(Apdesi) sengaja tidak ikut am-
bil bagian dalam sidang rakyat
yang digelar GRY. Selain dini-

1ai tidak cerdas. kegiatan terse-.

Hur puga tidak wpat waktu.

“Sejuk awal, kami memang
menolak konsep sidang rakyat
ini,” kata Ketua DPD Apdesi DIJ
Sukro Nurharjono kemarin.

Karenaitu, tidak ada perwakilan
Apdesi dalam sidang rakyat.
Mereka menilai penyelengga-
raan sidang rakyat sebenarnya
tidak perlu dilaksanakan. Apdesi
beralasan, saal ini arah keistime-
waan DI telah jelas.

Yakni akan dikeluarkannya
Keppres tentang perpanjangan
masa jabatan gubernur. Sukro
berpendapat, dalam arah keis-
timewaan yang ditawarkan
saat ini telah jelas. Penetapan
gubernur dan wakil gubernur

secara otomatis melekat pada
Sultan dan Pakualam.

Disamping itu. DPR RI juga
telah menyanggupi segera
melakukan pembahasan RUUK.
Apdesi mengimbau semua pihak
uniuk bersabur dan mendahulu-
kan kepentingan umum.

~Kita tunggu kehadiran
Komisi I DPR RI yang akan
datang ke Jogja.” pinta Lurah
Selopamioro Imogiri ini.

Hanva. jika DPR RI temyata
tidak aspiratif. Apdesi baru akan
menentukan sikap. Bahkan men-
gancam akan melakukan tekanan.
Sementara itu. Gerakan Kawulo
Mataram Manunggal (GKMM)
Jogja juga memilih tidak mengi-
kuti sidang rakyat.

Koordinator GKMM Jiyono
mengatakan, keputusan tidak
bergabung dalam sidang rakyat
untuk menjaga kehormatan
Sultan HB X. (din)
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10 KULONPROGO-GUNUNGKIDUL

Bingung, Bodronoyo Tak Hadir

Pilih Minta
Pertimbangan
Bupati Toyo
KULC ROGO - Scbagi
Asos
nesia
memutuskan tidak meny
Rakyat 11 di Jogja. kemarin. Keput

itu diambil setelah mereka bertemu B
Kaul anioso Dipo di

Apdesi
menghadiri
ami
. Na-
Kami

aran ke Bupati dulu dan
Rakyal,” ucap Sck-

Stamet Raharjo usai perternizan.
Slamet yang juga menjabat
Pan;

-ota Bodronoyo tetap
ntuk bergabung den
Rakyat Il lainnya.
tah keputusan
Kotk mereka nd it pesan
melalui ponsel (short message servicel
rus

dan anggota Apdesi Bodronoyo be bld.lm Rakyat l‘ ini banyak risikony:

Rakyat 11 batal karena $
tidak berkenan.

“Kami tidak hadir bukan karena
SMS kemarin. Kami ha
bingung saja sehingga i
Bupuli,” ungkapny
Ketua 11 Apdesi Bod Sukarm
yang dikonfirmasi terpisah menpaky
tetap datang ke

datang seora
uruskan

Kulonprogo

stimewaan
ini penting
di dalam-

RADAR JOGIA * Selas Pon 7 Giaober 2008
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FCERAN Rp 2.500

Sultan Minta H

Hari Ini Terima Keppre:
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Tolak

Agendakan
Pelantikan
Gubernur

Belum Ada
Kepastian,
Dewan Ragu

JOGIA - DPRD DL meno-  digelar:

Keragu-raguan dewan ter-
ungkap saat rapat gabungan
pimpinan (Ragabyim) Devan

'LRlllennnn

dlmmmn Wakil Ketua Dewan
Agus Snlmlyﬂno dan diikuti
Flmvmn

ke Repat

lak menggelar sidang paripuma  yang ddaynnghm xn.bun

istimewa pelanti-
kan gubernur DI
pada 9 Oktober
fusa. Untuk men-
gadakan paripurna %

“%

0 gz

27 smmb« lalu.
‘Hamengku Buwo-
no X tidak meneken

sendiri surat terse-

1ty dew: ill masih = but. Dalam ﬁlllll(
ragu-ragu karepa iTHl itu, tandatangann;
plnagtdumad Dt akuan Sekprar
i pemerintah pu “Tri Hagjun Ismaji atas nama
st terkait perpanjangan mass gubermre 25
jabatan gubernur. » Baca Tolak... Hal 13

BERITA UTAMA

13

Deddy: Jangan sampai Kita Dibilang Tak Siap

B TOLAK
Sambungan dari hal 3

“Kami belum dapat menga-
gendakan pelantikan gubernur
sebelum ada kepastian mengenai
‘pengisian jabatan gubernur DIJ
masa bakti 2008-2013,” ungkap
Agus dalam surat jawaban no-
mor 121/980 yang dikeluarkan
usai ragabpim Sclasa (7/10)
kemarin.

Surat tersebut d!kmmkan ke

gubernur yang bakal di cepamys salinan
dalam kcputusan presiden (kep-  keppres perpanjangan jabatan
pres). “Sampai sekamng belum  tersebut. Diingatkan, dewan ti-
Jelas konsep kepp terang  dak mungkin

kader PKB ini. da ragabpim tanpa mengetahui

Sebelumnya dalam ragabpim
muncul berbagai pertanyaan
dari anggota dewan. Ketua FKB
Sukamto misalnya, tak ingin
dewan berandai-andai. Menurut

materi dan bunyi keppres itu.
“Setelah mengantongi keppres
baru kita gelar rapat konsultasi
atau Kklarifikasi dengan guber-
nur,” pinta Wajdi.

masa jabatan gubcmur, dewan
diminta tidak lalai dengan per-
Sebab, sesuai

juangan penetapan.
dengan sikap politik DPRD DL}

No 28/2008 tanggal 30 Juni lalu
diamanatkan dewan memutuskan
adanya penetapan HB X dan PA
IX sebagai gubernur dan wakil
gubernur periode 2008-2013.
“Perjuangan penetapan itu
harus selalu diingat. Masyara-

dia, langkah yang diambiI dewan Sedangkan Ketua FPG Deddy
haru Suwadi Siregar

Sukamlo sempat ‘wan tetap perl

pernyataan HB X yang me- acara pelantikan. Dalihnya, lang-

tidak

gubernur dengan Sek-
prov D1J dan pimpinan fraksi-
fraksi DPRD DIJ. Agus me-
nambahkan, sampai sckarang
dewan masih menunggu kepas-
tian perpanjangan jabatan jabatan

memerlukan adanya acara pel-
antikan.

Di tempat sama, Wakil Ket-
ua Fraksi PKS Wajdi Rahman
mendesak pimpinan dewan se-

kah itu sebagai upaya antisipasi.
“Jangan sﬂmpqi kita dibilang
tidak siap,” kelitnya.

Suara berbeda disampaikan
Ketua FPDIP Mualiban. Mﬁk
akan terbit

kat apa yang menjadi
sikap politik dewan,” tegasnya.
Mualiban wanti-wanti agar De-
wam Provinsi punya ketegasan
sikap dan menurut begitu saja
dengan skenario Jakarta. Menu-
rutnya, sikap politik dewan itu
taruhannya adalah harga diri
b (kus)
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Kibarkan Panji-Panji
Paguyuban Abdi Dalem

AKSI budaya pengibaran bali keistimewaan Jogia.
panji-panji Paguyuban Abdi ki
Dalem oleh Kawulo Ngayog-

Dengan dikibarkan delapan

dikawasan Tugu Jogja. Dengan  ta, Kawulo Ngayogyakarta ber-
mengusung tema Prasetya Ma-  pendapat simbol.simbol budaya
nunggaling Kawulo lan Gusti, ~itu penting untuk direvitalisasi
aksi_ ini sebagai bentuk sikap  kembali i tengah gonjang-gao-
jingkeisti Jogja

rakyat

'RADAR JOGJA * #abu Wage 8 Oiaober 2008

 PERTTAUTANA

» Baca Kibarkan... Hal 13

113

Hari Ini Laku Bisu Mubeng Beteng

H KIBARKAN
Sambungan dari hal 3

Bendera-bendera baru seka-
rang dikibarkan kembali sejak

perang Jawa, untuk memper-
mudah identifikasi pasukan Pan-
geran Diponegoro memerintah-
kan masing-masing kesatuan
pasukan abdi dalem keraton
yang berada di wilayah timur
G dul

saat dik sclatan (Bantul),
Kl 5 September 1945, barat (Kul wila;
“Bendera merupakan salah utarabenteng Kraton untuk men-

satu warisan budaya keraton
yang memiliki nilai kescjara-
han tinggi,” tutur Suwalji, salah
seorang sesepuh Kawulo Ngay-
ogyakarta kepada wartawan.
Menurut sejarah, sclembar kain
yang dahulu disebut klebet itu
dipakai sebagai penanda ke-
beradaan rombongan kesatuan
pasukan abdi dalem keraton yang
wilayah operasionalnya di luar
benteng keraton.

Dikisahkan, saat méfimpin

gibarkan kiebet. Delapan ben-
dera itu dikibarkan di empat titik
penjuru Tugu Jogja.

Bendera itu antara lain dwi war-
na merah putih sebagai lambang
kesatuan NKRI, Podang

Ngisep Sari scbagai bendera
Gunungkidul, Pandan Binethot
untuk Bantul, Pareanom untuk
Kulonprogo, Mega Ngampak
untuk Sleman, Bangun Tolak
bendera Kota Jogja, serta Panji
Gula Klapa sebagai bendera

Keraton Jogja.

Masing-masing titik di empat
penjuru Tugu ini dipasang dela-
pan bendera hingga Sabtu men-
datang. *’Besok malam (hari ini,
Red) 700 bendera dari seluruh
paguyuban abdi dalem akan ikut
dikirabkan dalam laku budaya
topo bisu mubeng beteng,” im-
buh Suwalji.

Masing-masing bendera yang

mewakili wilayah diperbanyak
100 buah. Kemudian bendera-
bendera tersebut akan dibagi-
kan kepada masyarakat untuk
dikibarkan di halaman rumah
masing-masing.

<*Aksi budaya pengibaran
kembali panji-panji ini semata-
mata dilakukan sebagai bentuk
sikap Kawulo Ngayogyakarta
untuk mendukung apa pun

keputusan raja menyangkut
keistimewaan Jogja,” ungkap
Suwalji.

Ditambahkan, aksi ini dapat
dimaknai sebagai
kecintaan dan kebanggaan tetha-
dap budaya yang dimiliki Jogja.
Untuk itu, apabila di kemudian
hari regulasi nasional (Undang-
Undang Keistimewaan) tidak
memperhatikan hal ini, maka
bisa dianggap sebagai penging-
Kkaran terhadap sejarah Ngayo-

gyakarta.

“’Kawulo Ngayogyakarta me-
nyatakan diri menolak sekaligus
tidak rela apabila Jogjakarta
menjadi objek eksploitasi elite
politik maupun kepentingan lain
yang tidak iliki pemahaman
sejarah atas budaya DIJ.” tandas
Suwalji. (ew7)
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SLEMAN-BANTUL

Keistimewaan
Tidak Boleh

Hilang

Wali Kota:
Saeyeg Saeko
Proyo Wong Jogja

JOGJA-Wali Kota Herry Zu-
dianto berharap, Jogja dengan
mengusung tema Celebration of
Cultural Unity, dapat memberi
sumbangsih merumuskan Keis-
timewaan jilid II.
“Jogja harus terus istimewa
yang sejalan dengan dinamika
yang terus berkembang,” kata
Herry.

la menegaskan, kunci keis=
timewaan adalah bisa ditiru,
bisa digugu dan bisa dicontoh.

Sehingga dengan kearifan
lokal budaya Jogja, Herry
mengajak masyarakat mewu-
Jjudkan saeyeg saeko proyo
wong Jogja.

“Jogja memang pantas is-
timewa karena dapat dicontoh
oleh daerah lain. Ayo Jogja
harus berperan mengisi definisi
baru Keistimewaan Jogja jilid
1L,” ajaknya.

Keistimewaan DIJ tidak boleh
hilang. Herry meminta per-
ingatan HUT ke-252 Kota
Jogja dijadikan pencanangan
partisipasi masyarakat untuk
Keistimewaan Jogja sesuai

roh kebangkitan nasional untuk
menjadikan masyarakat maju,
sejahtera, berdaulat dan ber-
martabat. Sementara itu, Herry
Zudianto bersama Panitia HUT
ke-252 Kota Jogja, dewan
dan ‘perwakilan tokoh
masyarakal melepas balon ber-

+hadiah di Halaman Balaikota

Timoho kemarin. Kegiatan ini
juga dilaksanakan secara ser-
entak di 45 Kelurahan. Jumlah
keseluruhan balon berhadiah
yang dilepas sebanyak 1.500
buah.

‘Wali Kota dalam sambutannya
berharap melalui tema Celebra-
tion of Cultural Unity dapat dijalin
persatuan dan kesatuan. (uki)

RADAR JOGJA + Rabu Wage 8 Okisber 2008
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Sultan HB

H MENDAGRI
‘Sambungan deri hal 1

Padahal, seorang penjubat
tidak diperkenankan men,

bil keputusun strateyis selama
‘menjabat.

“Kalay kita angkat kembali
(menjadi gubernur, Red). itu
juga menyalahi U Karena

epala daerah hanya boleh men-
jnhul ‘maksimal dua kali,'" ujar
Mardiyanto sctclah menyerah
kan keppres terschut kepada
Sultan Hamengku Buwono X
arin.

Padahal, Sultan HB X su-
dah menjabat dua periode.

Mendagri
Akui Keppres
Tak Punya
Dasar Hukum

JAKARTA - Dasar hukum perpanjangan

masa jabatan g\lbemux Istimewa

!ogukzm D ) berpotensi menjadi per-
Keputusan Presiden (Keppres)

Xﬁ/? ’lahnn 2008

tidak mempunyai

dasar hukum yang

kuat. Bahkan, dalam a

‘sejarah, tidak pernah gy w

ada sebuah keppres o,

o "
dikeluarkan untuk o
memperpanjang KEISTIMEWAAN
masa jabaan seorung gubervur

Mendagri Mardiyanio mengakui bahwa
Keppres perpanjangan masa jabatan gubernur
tidak punya dasar hukum. Selams ini, jika

masajabatan seorng kepal daerah fabis

‘sementara masih uda persoalan di daecahnya,
pemerintah bluanyl ‘mengangkat seorang
penjabat atau pelaksana tugas (ph)
Format keppres perpanjang j
batan Sultan Hamengku anunoxsehyl
Eubermur same-denga Keppres penunjukan

seorang penj

* Baca Mendagri... Hal 15

Selabs Ado g Borsd]

BERITA UTAMA

X Dicapreskan SOKSI

Mendagri menyatakan, keppres
yang dikeluarkan merupakan
formulasi untuk menghindari
kekosongan kekuasaan. Saat

ditanya apakah legalitas kep-

prs
gubernur DI tersebui kuat,
Mardiyanio menjawab. selama
persturen o dikeuarian oleh
presiden. dasar hukumnya tidak
akan bermasalah, “ Selom aturan
iw dikeluarkan presiden, saya
tidak masaiah, "

Dalam kesempatan itu, Sul-
tan berharap dalam wakty
tiga tahun, RUU

perpanjangan masa jabatan
merupakan formulasi yang pas.
Tujuannya, agar Sultan HB X
dan Paku Alam 1X bisa terus
mengawal pembahasan RUU
Keistimewaan Jogjakarta sam-
pai selesa.

Dengan keppres tersobut,
masa jabatan Sultan sebagai

Kepu
tusan ini untok m:nglvmdnn
kekosongan ke di
Karta,” jelas mrdwumo Vi
abatan gabernur DIJ berakhir
pada 9 Oktober 2008 hari
Scmcnmm. pengaturan ‘masa
jabatannya masih dirugskan
dalum pembahasan Rancarngan
Undang.

tidak perlu fagi ada kontroversi
tentang perlu tidaknya perpan-
jlnx:n rnau Jubuun zuhen;gr
hmn RUU tersobor mampu
mengakomodasi kepentin

pemerintah sekaligus aspirasi

iri mendesak agar. kedudukan
Sullan sebugai raja letap me-
lekat dengan posisinya scbagai
gubernur. Karena jtu, dalam
amanat yang disepakati antara

pemerintah dan Sultan HB IX
pada 1945 discbutkan bahwa
kedudukan sultan Jogjakarta
adalah kepala dacrah, bukan
gubernur. ™

Keputusan

. Keputusan
Mantan Ketua MPR RI Amicn
Rais menilai keputusan presiden
memperpanjang masa jabatan
gubernur dan wakill gubernur
menjadi tga tahun lagi bu-
Kanlah solusi. Keppres no
PI2008 h:lseblh dinilai sehagll
tindakan valiatif yang tidak
mengobati penyakit melain-
kan hanya menunda masalah.
Seteluh masa penundaan habis.,
masslah s akan el gl
“"Seperti . bodrek
i Ratpes, sektahs Bt
tiga tahun kambuh lagi. Jadi
idak jelas, itu politik. Kej
ini hanya valiatif tidak tindakan
solutif, hanya menunda. nanti
begitu selesai penundaan ma-
salah belum selesai,” katanya

sip.” andasnya.
dengan etang wakt

i e cukup
masyarakat dan tokoh B
di DIJ secara mental, rasional

ECERAN Rp 2.500

Keistimewaan seperti apa yang
diinginkan sekarang ini bukan
meluadl langg\mg ‘pemerintah

juga masyarakat sc-
Iumhm nmuk msmr.knkmn\;\.

sistemn baru.
Seperti diamanatkan dalam
pasal I8ayat4 UUD 1945, kepala

belum cukup menemukan solusi
menyelesaikan masalah. Lima

daerah bemnwmmmn ‘berpikir secara matang ke depan
kota dipilih secara demokratis. seperti apa kepemimpinan y.in
diingink i DI

kan rotasi kepemimpinan.

Permasalahan bentuk yang
Ginginkan vk keist

keoutrovers

p:mupm am pemilihan kepala

Amien menyatakan, yang.

e memberikan javaban

Di tengah gonjang-ganjing
Ketidakjelasan jabatan gubernur
DI, Sultan Hamengku Buv.ono
X justeru digadang menjadi calon
pmimm Kaliini organisasi

secara resmi mengajukan
SulmHBXaahhSOKSIyang
selana i merja pendulang

Dcldansl pencapresan it di-

sore kemarin di
Amicn juga menyebut, Keppres
itu schagai scbuah keputusan
setengah keputusan. Setengah
keputusan untuk memantapkan
‘scluruh struktur di DUJ.
‘Tiga tahun bukan wakiu yang.
cukup untuk masa transi:
Untuk sebuah masa transisi
idealnya minimal lima tahun.
“Sebagai masa transisi,
yz 5 tahun sekalian, i na-

Keistimewaan Jogjakarta antars.
DPR dan pemerintah.

pemilihan.’” tambah sulun.

mmal wawasan, dan secara
rasional bagi warga DU, Tokoh
ormoal o Toriml $0dsh

meng
kraton Jogi 3

Ktlsumewaan seperti apa
yang i DIJ ini
‘menurut Amien. nzmzngpvh.zk
kraton yang berhak memberi
jawaban.

Penet:

sa fraton Kesultagan ubagm
gubemur DIJ wakes i ber-

n pi u- presiden
fromiatt: sebagai el
penghlrgnn pemerintah masa
penjajahan.

Ketua Umum
SOKSI Suhardiman. Pernyataan
diberikan olch saluh scorung
pengures SOKS1 Syamsnl
f. (tin/cakipri/jpan
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pros” ajar Wansito e

Dilarukan, beissarkan V1 yaog .
Leistimewain Jofa ke rda pemer

& ‘ff‘.,

o Keai hats '\

Warsio
vty keppres perpuningan tiga

i
s g i b
s b sz

Bunono X meacerminias

reoh
e

kelambasanan
i pemeriniah pusat dakim
dhahan Kevstiane waan

‘Memurut <oy, pesmerintah i s b

I kebwradan

nhhvr Lo wakin iz isn ke depan. -

6 =m.
it el
-

menadi 4

Kasulanan sepens
yang.terteag dalam At § Septeen-
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waki masa jabatan guberaur dan wakil gubermo sush

BERITA UTAMA

+ Boca Cermin...Hal 15

Pemerintah Cari Risiko Paling Aman

N CERMIN
‘Sambungan dari hal 3

Juga hnnnm:uu dengan
kedudukan

rahusumcwaapnkm akan
makan dengan wilayah lain,”

papamya.
Ta mengatakan, hendaknya

i 8 pengomat ol

dan mendagri bani meyakinkan
presiden, ” ursinya.

Soal penolakan perpanjangan
masa jabatan hingga lima tahun,
anhangm)ehnhn.bvsuadl

alasan sebenamya adalah sama
halnya HB X kembali menjabat
sehagai gubernur untuk ke tigs
kali. Kendati demikian. ia me-
lkat st poutrdar erbieya

eppres perpanjangan masa ja-
batan 1t Yakni pemerintaan
umum tidak vakum dan bisa
an : !

songan kekuasaan itulah yang
mendorong pemerintal Farus
nmth*mm ‘terangnya.
Hestu yang periah menjadi tim
g pcnvmun RUUK DU versi
DPD ity menambahkan den-

gan keluamya keppres itu tidak
wf:mlhnyu sesuai dengan UU

Iahirmya keppres it menunjukan
sebetulnya Keistimewaam DIJ
hanya narns suje. Pertimban-
gannhya, sampai saat ini belum
h ada UL yang mengatur
kesimewssn DI
DPRD DIJ Nazanuddin
s meﬂg,mnk.-m bila dikaitkan
dengan UU No 10/2004 tentang

keberadaan kqlpn:s itn bukan
merupakan rechiling atau per-
aturan. Tapi, keppres terscbut

merintah nasional punya

bcmfal lcputusin tata uslha

“Tata U

‘undangan, keluarnya keppres itu
cukup anch karcna dalam tata
unutan

kep-
pres tidak dikenal. Berdasarkam
UU tersebut yang diatur .ahh

tik UGM ng Purwoko  wakiu untuk segers mermpung- “Keputusan TUN  praturan pesiden (perprs
pmblem umum ve» Kan UUK. b slfamyl Konkret, mdwldunl “Pertanyaannya, ap.uh kep-
jabat di Jakarta adalah mercke *"Semogasaja pemerintah pusit  dan final,” paparnya. pres it dengan menyampingkan
mengurus masalah-masalah di  tepat wk\u hmm punya wakiu itu, He dangan
dacrah, namun kurang mema-  yangrelatif cukup,” wamya sem- i keppres it ua.x ity masuk wilayah rechiling dan
hmmmnuldmvadanndlluhu bari berhurap, gy Jogin bisa  bersifat umum dan absirak.  besicking.” kata alumai £ ULl
Keppres itu juga hanya berlakn  ini. Menurut Nazar, salah satu
‘masyarakat secara baik. Olch pusat unuk fcbih peka terbadap st sekali. Hestu mengakui alasan yang bisa dijadikan dasar
Kanena itu, hendaknya Jogja men- gubernur
jadi pelaj tidak diatur  raan it diberi kebe-
Dikatakan, kesadaran pemer- xmgehmunkmmmn mdm d:lam UU No 322004 tenfang basan bertndak dafam keadaon
intah nasional akun kebutuhan tertentu guna menyelesaikan
dasar masyarakat Jogia, sedikil jabatan Sultan Hamenghu Bu-  Kembali soal tidak diberlaku-

terlambat. Sebab, UU No 5 Ta-
un 1674 soal pengaturan misa

‘wono X dan KGPAA Paku Alam
IX schagai guberur dan wakil

kannya perpu, Hestu menduga

h dan Wald]
Kepala Duerahitu et ek
Bahkan diperkuat dengan UU
No 22 Tahun 1999 dan UL No

32 Tahun 2004
Undang-undang itu dengan te-

gubern initai

kurang \epat.
Pakar Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas

Cipto Handoyo SH MH
menilai, mestinya landasan hu-

ing ringan. Sebab, den-
gan perpu pemerintah harus
‘mengajukan ke DPR. Risikonya,
perpu itu akan d|l=nma atau

Nazar berharzp labirnya kep-
pres itu dapat menjadi kajian hu-
Kum tata negara (HTN) dan hu-
kum administrasi negara (HAN).
“Ki HIN

dijabat HB X.

HAN dan

gas menycbutkan, kepala daerah
dan wakil s th di dae-

tidak terikat pada masa jabatan
dan syarat-syarat serta ketentuan
dari pemerintah pusat. Namun
Karena Keppres Tahun 2003 soal
pengangkatan Sri Sultan HB X
scbagai gubemnur sudah keluar,
stk e 1B X tarus un-

tuk aturan pemerintal

**Nampakaya kes-dnmn i
bar datang dari pommmah p‘.-
sidengan terbitnya keppres:

mengatur perpnjangan mas ;-
batan gubernur dan wakil gu-
bemur hmy:,l uga tahun. sam
sebelumnya stal Depd

i
paling tepat bentuknya peraturan
pemerintah pengganti undang-
undang (perpu). Sccara yuridis
Icbih kuat,” tandasnya.
oo méngatskan ponerinial
cukup beralasan mengeluarkan
san yang mende-

DIJ. Argumen ini. ki
dapat digunakan sebagai dasar

men SBY yang akan member-
lakukan aturan kepala dacrah
harus dipilih lewat pilkads.
* Jalan paling m: 2

uh ih keppres dan bukan

" ujamya,

P edangkan abli hokunt tata
nogara FH1UGM Eni Ubaning-
sih menila. ebitaya keppres

;pumsnn rmlmnn.
or dan m,mmn “Ken
karang dikeluarkan. IW
san keputusan dadakan,”
iy

Hestu, Eni me-

pintanya.

Sedangkan anggota Komisi
A Temnalem MSi Mhum me-
nyatakan dengan pencrimaan
HB X it berarti merupakan
syarat menerima skenario pusat
menggelar pilkada langsunig
DIJ pasce 2011. Scbab. SBY
sudah menyatakan RUUK DI
harus berpijak pada tiga hal.
Yakni, NKRI. demokratisasi

keistimewaan DIJ. Seb-
agai bagian dari warga Jogia.
Ternalem menyatakan warga
sudah beskomitmen meni

**Ini meman

benupaya m..vakmlszn mmgn

g
an yang memaksa. Tapt keko-

it produk hukum yang paling
tepatadalah perpu. Di maa Eni,

X schagai raja
sckaligus pcnmmn masyarakat
DU. (ew2/kus)

13

3

Cermin Pusat Blngung dan Lamban

Keluarmya Keppres P
Jabatan Gubernur D1
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.. METROPOLIS 3

Djuwarto Anggap
Kebijakan SBY Lucu

BEBERAPA jam setefah diserahkan Mendagri
Mardiyanto kepada Sultan Hamengku Buwono
X di Depdagri Jakarta, salinan keppres itu

RADARJOGIA * <o won 9 Oitsbes 2008

sampai di gedung DPRD DIJ. Kepala Biro
“Tata Pemerintahan Tavip Agus Rayanto yang

membawa salinan tersebut

untuk dise
dewan),”

“Ini saya bawa
1 ke Pak Djuwarto (ketua

kata Tavip sambil menunjukkan

sampul surat berkop Sekretariat Negara Rl =

» Baca Djuwarto... Hal 13

BERITA UTAMA

13

Tidak Perlu Lagl Pelantikan

B DJUWARTO

dayaan Mas)

“Kar

presiden memutuskan

R.lh;m.im perpas selama tiga tahun,

Sambungan dari hal 3 S kita terima Kepy Ppres itu dengan
sejumiah catatan,” tandasnya.

ko- Salah satu Djuwarlu

N
1 dan pasal I8 huruf b UUD
1945, UU No 3/1950 tentang
Pembentukan DIJ dan UU No
32/2004 tentang Pemerintahan

Daerah. Keppres mengatur masa
perpanjangan maksimal selama
(iga tahun.

Tavip datang ke gedung dcw an
sekitar pukul 15.00. Be;
pejabat Pemprov DIJ
Sckprov Tri Harjun Ismaji, As-
sekprov Pemerintahan Dahlan
Thaib dan Assekprov Pember-

pel

acara pelantikan, * \lggak pr.rlu
karena sifatnya perpanjangan ja-
batan,” terangnya.

Meski begitu. Tavip tidak tahu
bila atasannya Sekprov Tri Har-
jun Ismaji pada 27 September
lalu menyurati pimpinan dewan

meminta agenda pelantikan gu-
bernur. “"Wah kalau surat itu

saya nggak tahu. Coba nanti saya
konfirmasi ke Pak Sekprov,”

Sunrﬁckmm ha-

ota Dewan Provinsi
\udruddm

Di tempat sama, Ketua DPRD
DIJ Akhmad Djuwarto men-
gatakan usai salinan keppres
diterima akan segera digelar
rapal gabungan pimpinan (ragab-
pim) dewan. Djuwarto mengakui
materi keppres tidak selaras
dengan sikap politik DPRD DIJ
vang tertuang dalam Keputusan
DPRD DI No 28/2008 tanggal
30 Juni lalu. Dewan ingin ada
penctapan selama lima tahun.

Jjan,

minta pusat konsisten meram-
pungkan RUUK dalam waku
tiga tahun.

Djuwarto menilai langkah SB'Y
menerbitkan keppres itu men-
gandung beberapa hal yang lucu.
Misainya untuk menyampaikan
keppres itu presiden harus me-
manggil langsung HB X dan
PA IX di ruang kerjanya. Bila
keputusannya berupa perpan-
nya langsung diter-
bitkan saja. “"Keppres itu Juga
memumculkan banyak tal
ungkapnya tanpa merinci lebih
lanjut. (kus)
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Jawa Pos

DPRD DIJ Ngotot
‘Melantik Sultan HB X

‘Bukan Perpanjangan,
tapi Jabatan Gubernur
2008-2013

JOGIJA - Keppres memper-
panjang jabatan Gubernur DIJ
Sri Sultan Hamengku Buwono
X dan Wagub Paku Alam IX
belum menyelesaikan persoalan
politik di Jogjakarta. Para ang-
gota DPRD setempat tetap men-
gangendakan pelantikan buat
gubernur dan wakil gubernur
untuk masa jabatan 2008-2013.
Sementara Keppres No 86/P
2008 hanya perpanjangan 3
tahun dan tidak mcnyebuzk:n
agenda pelantikas

DPRD sudah mcnyemjni alo-
kasj anggaran pelantikan dalam
APBD Perubahan 2008 sebesar
Rp 500 juta. '‘Acara pelanti-
kan harus tetap dilalukan. Iru
sesuai dengan sikap politik
DPRD DU," tegas Ketua Frak-
si Partai Golkar Deddy Suwadi
Siregar di hadapan Rapat Kexja
(raker) Panitia Anggaran DPRD
D1J dengan Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD)

ol
KEISTIMEWAAN

Provinsi DIJ kemarin.

Di raker yang dihadiri
Sekprov DIJ Tri Hatjun Tsmaji
dan beberapa kepala instansi
pemprov, Deddy mengingat-
kan sikap politik DPRD DL} No
28/2008 tanggal 30 Juni 2008.
TIsinya, dewan sepakat mene-
tapkan kembali HB X dan PA
IX sebagai gubernur dan wakil
gubernur selama lima tahun,
2008—20]3 "Biarkan saja yang

jang presiden, tapi
yang menctapkan dewan. Kita
ini istimewa. Maka, kita tetap
harus melantik,”” desaknya.

Deddy pun tidak memperma-
salahkan bila HB X dan PA IX
keberatan dan tidak mau datang
dalam acara pelantikan =

+ Baca DPRD...Hal 15

RADAR JOGIA » Jumat Legi 10 Oktober 008

BERITA UTAMA

Bisa Dilantik In Absensia

N DPRD
Sembungan deri hal 1

Menurut dia, dewan bisa me-
nyiasari dengan melantik secara
in absensia.

Desakan Deddy itu didukung
anggota Panggar Nazaruddin.
Diax memahami konsistensi
sikap Deddy getol memper-
Jjuangkan penctapan sclama
lima tahun. Menurut Nazar,
bila keppres itu dianggap tidak
sesuai dengan sikap politik
dewan, secara kelembagaan
dewan bisa mengajukan judicial
review (JR) kepada Mahkamah
Agung (MA).

Di awal raker, Tri Hatjun
dan Kepala Biro Umum Rani
Sjamsinarsi meminta anggaran
pelantikan didrop. Alasannya;
dengan hanya diperpanjang
maksimal tiga tahun, acara pel-
antikan tidak diperiukan lagi.
Keterangan Sekprov itu me-
mancing reaksi keras Wakil
Ketua DPRD DIJ Gandung
Pardiman. Politikus yang

ki

dengan usuln Sekproy menge-
drop anggaran pelantikan.
Namun, sebaliknya, Gandung
‘malah mempertanyakan otoritas
keppres itu.

Dengan diperpanjang maksi-
mal tiga tabun berdasarkan
keppres yang diakui Mendagri
Mardiyanto tak punya dasar
hukum, apakah gubernur hasil
perpanjangan itu punya ke-
‘wenangan Kuat.

Menurut Gandung, dengan
tidak memiliki dasar hukum,
keppres yang diteken SBY
pada 7 Oktober lalu teran-
cam digugat. Pria yang sedang
mengambil program doktor
ilmu hukum itu menilai, bila
ada masyarakat yang men-

“Pemproy tak ingin i pel-
antikan apakah takul dengan
elemen propenctapan?” ucap
Gandung.

Diserang seperti itu, Tri Har-
jun mencoba membela. Soal
kedudukan hukum keppres itu,
‘mantan kepala dinas kimpraswil

gaskan, hukum harus be
tegas dan pasti. “Nggak b
hanya berdasarkan persepsi,
katanya dengan nada tinggi.

{lanya, Gandung mengakui,
bakal muncul masalah baru
bila HB X kembali bersikap
tak tegas scperti selama ini.
**Masalah muncul kalau beliau
(HB X) berbicara ada petantikan
mangga (sifakan), kalan nggak
ada mboten napa-napa (tidak
apa-apa). Yato! " ucap Gandung
scolah menirukan gaya bicara
HB X.

Ucapan Gandung itu tak pelak
mengundang geeer. Semua
peserta raker, termasuk pejabat
pemproy, tak kuasa menahan
semyum. ” Wah, gaya Pak Gand-
ung sudah mirip Pak Sultan,
celewk Kerua Komisi B Basuki
Rakmat yang duduk di belakang
Gandung.

Lantaran ada perdebatan itu,
pimpinan sidang Agus Sulisti
yono mengusulkan agar dewan
berkonsultasi dengan presiden
~atau Mendagri menyoal otoritas
keppres itu. Soal anggaran pel-

ntikan i ada kata

acara Mdamz Rakul Jikid 1t

s

kekuasaan DIJ itu tak sepakat

sepsi dan cara pand'ang orang.
Mendengar jawaban itu, Gand-
ung merasa tak sreg. Dia mene-

final. Rapat panggar sepakat
melanjutkan pembahasan pada
hari ini, Jumat (10/10). (kus)

15
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Setelah Sultan
. Menerima Keppres

Keluamya Keputusan Presiden (Keppres)
86/P Tahun 2008 yang memperpanjang masa
jabatan Sultan Hamengku Buwono X sebagal
gubsmur Daerah Istimewa Jogjakarta (DW),

merintahan di Jogja. Paling tidak, selama tiga
tahun —lama perpanjengan yang tercantum
dalam keppres— Jogja akan berjalan normal
di bawah kepemimpinan Sultan Hamengku
Buwono X dan Paku Alam IX.

Namun, tiga tahun bukaniah waktu yang
lama, Karena itu, pembahasan RUU Keisti-
mewaan Jogjakarta harus benar-benar dise-
Iesaikan sebelum rentang waktu itu selesai. Ini
panting agar “tragedi” ancaman kekosongan

dikeluar-
kan tidak terjadi lagl.
Namun, yang harus diperhatikan dalam

Jogja harus benar-benar diperhatikan oleh
pemsm!gh pusat dan DPR RI. Sebab, dEn

mewaan. Demi mengakomodasi keistimewaan
itu, logika demokrasi yang selama ini menjadi

"agama kita" dalam bernegara bisa jadi herus |

mpingkan. .

Demokrasi, untuk sementara ini, memang
Kita yakinl sebagal sistem bemegara yang
terbaik. Namun, buken berarti demokrasi tidak

an,
Kita tidak sulit mencari contohnya.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) lang-
sung bisa dijadikan contoh akiual. Dengan
menggunakan mekanisme demokrasi, ofang
jehat dan bemiat buruk banyak yang sukses
menjadi pemimpin suatu daerah. Dengan
bermocalkan tumpukan uang yang dimiliki, “si
Jehat" bisa melenggang menjadi orang nomor
salu di suatu daerah.

Dengan alasan demokrasi pula, kendati "si
jahat" itu tarbukti fidak membuat kemajuan
‘2pa pun ~bahkan malsh memparburuk, sistem
tidak bisa berbuat apa-apa. "Si janat” bisa
terus melanjutkan kepemimpinan buruknya
hingge masa jabatannya seiesai.

Memang, melalui lembaga legislatif ada
mekanisme untuk menurunkan pemimpin
yang gagel. Tapi, seberapa jaun legisiatif
fmau dan bisa menjalankan fungsi ideal ftu?
Bukankah banyak bukii yang menunjukkan,
dalam kesus sepert itu, anggota legisiatif iebin
bisa berkompromi dengan pemimpin buruk
daripada harus membela kepentingan rakyat
yang diwekilinya?

Pelajaran yang bisa dipetik dari sana,

demokrasi bukan segaia-gelanya.

Jika demokrasi hanya dilaksanakan secara

prosedural, tidak ada jaminan demokrasi akan

mendatangkan kemanfaztan. Dan, demokrasi

prosedural seperti itu kini banyak terjadi di
ini.

Nah, kaitannya dengan Jogja, bila memang
kepemimpinan "otomatis™ Sultan-Paku Alam
terbukti membawa kemaslahatan, tidak ada
alasan untuk mengetak-atiknya demi alasan
demokrasl. Sejarah membuktikan, selama

pengukuhan Jogjakarta 19 Agustus 1945)
hingga sekarang, kemadlaratan yang fatal
tidak terjadi.

Memang, seperti halnya demokrasi, sistem
ini bukanieh tanpa kekurangan. Artinya, bisa
saja kﬁ depan, figur yang memangku gelar

gubernur dan wakil gubemur DIJ- bukanlah
orang yang ideal. Karena itu, mekanisme
untuk menjaga agar hal itu tidak terjadi juge
harus dipikirkan.

Tentu kesultanan dan pakualaman meru-
pakan pihak yang paling bertanggung jawab
agar kepemimpinan di Jogia tetap dipegang
oleh orang yang pantas dan layak memim-
pin. Nama besar Kesultanan Jogja harus
bisa dijadikan garansi akan hal itu.
Bisakah? (*)

agenda

DL bingung.
- Anggaran tak sesuci masa jabatan.

* GKR Hemas kagumi kerajinan limbzh sagu.

- Di tangah ahli, y ii

judi fsiime
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SABTU | 11 Oktober 2008

Jawa Pos

RADAR JOGJA

ECERAN Rp 2.500

PPP Setuju Sultan Tetap Gubernur

PDIP dan PKS Masih
Ragu-Ragu

JAKARTA - Satu persaty, kekua-
tan politik di DPR mulai menunjukkan
sikap dalam menyikapi RUU Keis-
timewaan Provinsi Daerah Istimewa
Jogjakarta. Khususnya berkaitan
dengan status Sultan Hamengku Bu-
wono (HB) X dan Paku Alam IX yang
selama ini memiliki hak istimewa,
yakni ditetapkan menjadi gubernur
dan wakil guberhur Jogjakarta.

BilaPartai Golkar dan Partai Demokrat
cenderung sejalan dengan ide pemerin-
tah untuk meluksanakan pilkada lang-
sung di Jogjakarta, berbeda lagi dengan
PPP. ”Sultan harus tetap jadi Gubemur.
Itulah keistimewaan yang membeda-

FADAR JOGJA » Sabty Pahing 1] Oktcber 200

Pemiiihan

Penetapan

I

Belum Bersikap
Dow

kan Jogjakarta

ks dengan dae-

y rah lain,” kata
1= ") Wakil Ketua
bl GONJANG Umum DPP
els GANJING PPP Chozin

KEISTIMEWAAN Chumaidy di
Gedung DPR,
kemarin (10/10).

Menurut dia, keistimewaan di
Jogjakarta memiliki akar sejarah

~ BERITA UTAMA

GRAFIS. GEPENGIRADAR JOGIA
yang panjang dan kuat. Terjaganya
eksistensi NKRI di era petjuangan
kemerdekaan, tidak terlepas dari pen-
gorbanan Sri Sultan HB IX. *’Sultan
tetap bisa menjabat gubernur yang
sifat dasarnya seumur hidup.”
Meski menjabat seumur hidup,
Chozin menegaskan, model kepe-
mimpinan di Jogjakarta tidak men-
ciptakan monarki absolut =
» Baca PPP...Hal 15

15

Rakyat Jogja J uga Diajak Bicara

secara

dari hari

Sambungan dari hal 1

**Selain memiliki aparat bi-
rokrasi yang profesional, Sul-
tan juga sudah terbukti selalu
mengabdi kepada rakyat," ujar
anggota Komisi 1l DPR itu.

Dia berharap, Keppres No.86/
P/2008 yang memperpanjang
masa jabatan Sultan HB X
sebagai Gubernur Jogjakarta
selama tiga tahun benar-benar
diperhatikan DPR dan Pemer-
intah. **Ttu artinya, hanya ada
waktu maksimal tiga tahun

r

untuk merampungkan RUU - han harus

Keistimewaan Provinsi DI
Katanya.

Sementara itu, PDIP dan PKS
terkesan masih ragu-ragu den-
gan sikapnya. Ketika dihubungi.
Sekjen PDIP Pramono Anung

faktor kescjarah

terbuka, tanpa harus dipolemik-
kan. *"Yang digjak bicara bukan
hanya Sultan HB X, tapi juga

ke hari juga grgcrak menjadi
lebih egaliter. Meski i
tegas Tifatul, aspira:

rakyat Jogjakarta,” teg
Lantas, apa sikap tegas PDIP ?
*"Pada saatnya nanti, akan kami
sampaikan.”” elaknya.

Jogjakarta harus tetap dihor-
‘mati. Terutama sekali komitmen
Bung Karno dan Sultan HB IX
yang tertuang melalui Maklu-
mat 5 September 1945,

**Kami memberi apresiasi atas

Presiden PKS Tifatul Sembiring
menyampaikan wacana pilkada

kat yang
karta mempertahankan sistem
kepemimpinan daerahnya juga

cukup kuat.
*“Makanya. perlu kita kaji
secara mendalam hagaimana
kat Jogja-

langsung di Jogjak

bermula dari lontaran Sultan HB
X sendiri. Sultan, jelas Tifatul.
pemah mengaku tidak mungkin

apa yang dip kan founding
father," katanya. Karena itu,
lanjut dia, setiap upaya peruba-

kan sistem kerajaan

karta yang sebenarnya, misal-
nya melalui polling atau media
Tain seperti referendum,” beber-
nya. “Yang jelas, PKS belum

di Jogi
Sementara itu, realitas tatanan

sikap.
cepat. (pri)
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POLITIKA

‘Tolak Ide Lantik Gubernur

SIKAP ngotot DPRD DLJ in-
gin menggelar acara pelantikan
gubernur DIJ seperti disuara-
kan Ketua Fraksi Partai Golkar
(FPG) Deddy Suwadi Siregar
SH, dianggap scbagai sesuatu
yang anch. Sebab, status Sultan
Hamengku Buwono X saat
ini hanyalah gubernur yang
masa jabatannya diperpanjang.
Bukan gubernur dengan masa
jabatan penuh satu periode,
lima tahun.

“Kalau ada pelantikan jadi
lucu,” kritik Ketua Hukum dan
HAM Pimpinan Wilayah Mu-
hammadiyah DIJ Heniy Asti-
yanto SH kemarin. Ta menilai
keputusan pemerintah tidak
menggelar pelantikan sudah te-
pat. Masalah justru akan muncul
bila dewan malah nekat bakal
mengadakan pelantikan.

*“"Pelantikan gubcrnur yang
diperpanjang masa jabatannya
tak punya landasan hukum. Oleh
karena itu harus ditolak,” urai

alumni FH UTI Jogja itu. Dika-
takan, bila dewan tetap meng-
gelar pelantikan bukan saja akan
membingungkan rakyat. Namun
tindakan itu merupakan tindakan
yang tidak mendidik.

Heniy menasehati agar dewan
tidak perlu bingung memanfaat-
kan anggaran Rp 500 juta yang

RADAR JOGJA + sabtu Paing 11 Oktobe: 2008

telanjur diplot di APBD Peruba- .

han 2008. Pria yang sehari-hari
berprofesi sebagai advokat itu
menyarankan, anggaran itu dia-
lihkan untuk membiayai kegia-
tan yang menyentuh kebutuhan
rakyat secara langsung.

Dalam kesempatan itu, Heniy
juga berharap dewan agar berbe-
sar hati. Meski telah membuat
keputusan penetapan gubernur
selama lima tahun 2008-20013,
tapi pemerintah hanya membuat
keppres perpanjangan selama
tiga tahun 2008-2011 dewan
harus bersedia menerimanya.
“Toh HB X saja bersedia men-
erima,” lanjut dia. (kus)
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Toyo Dukung Pisowanan

KULONPROGO - Gerakan
Kawula Mataram Manunggal
(GKMM) menemui Bupati Ku-
lonprogo Toyo S Dipo di Joglo
Pemkab. Kepada Bupati, GKMM
menyampaikan rencana meng-
hadiri Pisowanan Agung yang
digelar 28 Oktober mendatang.

Acara ini bakal diikuti 500
ribu orang. Ketua GKMM Ji-
yono mengatakan, masyarakat
Kulonprogo diharapkan dapat
mengikuti Pisowanan.

“Kami datang ke Kulonprogo un-
tuk meminta dukungan moral dan
dukungan massa,” kata Jiyono.

Karena tanpa dukungan semua

pihak, pisowanan tidak akan
dapat dilaksanakan optimal.
Menjawab permintaan tersebut,
Bupati Toyo S Dipo menyata-
kan dukungannya.

Hanya, Toyo berharap pisow-
anan jangan sampai meruntuh-
kan kesolidan masyarakat Jogja.
“Saya mendukung pisowanan
ini. Asal tidak sampai terjadi
perpecahan,” pintanya.

Sedangkan Ketua Bodronoyo
Sukarman menyatakan, adanya
persetujuan Bupati, Bodronoyo
dapat mengajak sekitar 30 ribu
orang untuk mengikuti Pisowa-
nan. (cw3)
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